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MOTTO 
 
 َنوَُملَْعت ُْمتْنُك ِْنإ ۖ ْمَُكل ٌرْيَخ اُوقَّدََصت َْنأَو ۚ ٍةَرَسْيَم َٰىِلإ ٌةَرَِظَنف ٍةَرْسُع ُوذ َناَك ِْنإَو 
 
 “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka berilah tangguh sampai 
Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah 280) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
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د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
10 
 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
 (  ُِ ) Dammah U U 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
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و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
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1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّتز Rabbanā 
2. لّصن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤننا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسزلاإ دممح امو Wa māMuḥammadun illā rasūl 
 ينلماعنا بز للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقشاسنايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيلماو ميكنا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
FEBI NINDIA SARIPRIMASTI, NIM 15.21.1.1.054 “POLA 
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHĀRABAH BERMASALAH 
MENURUT PBI No. 13/9/PBI/2011 DI BMT SURYA SEKAWAN 
KARANGTENGAH WERU SUKOHARJO”. Sebuah lembaga keuangan baik 
konvensional maupun lembaga keuangan syariah harus mempunyai strategi untuk 
mengatasi permasalahan yang akan datang. Permasalahan yang sering terjadi di 
lembaga keuangan adalah pembiayaan kurang lancar (pembiayaan bermasalah). 
Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan yang disalurkan 
oleh lembaga keuangan untuk nasabah tetapi dalam pembiayaan tesebut terdapat 
kendala-kendala yang mendasar dalam pembayaran kewajiban tiap bulan. Dalam 
hal pembiayaan macet, pihak BMT perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak 
timbul kerugian. Penyelamatan yang di lakukan yaitu dengan memberikan 
keringanan berupa jangka waktu atau angsuran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penyelesaian 
pembiayaan bermasalah di BMT Surya sekawan apakah sudah sesuai dengan 
teori-teori penyelesaian pembiayaan bermasalah baik menurut PBI No. 
13/9/PBI/2011 atas perubahan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 
Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 
Sumberdata yang digunakan adalah sumber data primer dari wawancara langsung 
dengan manager, customer service dan dengan nasabah, dan data sekunder dari 
buku, jurnal, dan internet.Dari hasil penelitian dan analisamenunjukkan bahwa 
Penyelesaian pembiayaan mudhārabah bermasalah di BMT Surya Sekawan 
dilakukan dengan cara restructurisasi yaitu penambahan modal kepada pihak 
nasabah yang usahanya terkena masalah dan masih bisa dilanjutkan, dan 
penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir yang dilakukan apabila proses 
restructuring dianggap tidak berhasil dilakukan karena nasabah dianggap tidak 
mampu untuk melanjutkan usahanya. Penyelesaian pembiayaan di BMT Surya 
Sekawan karangtengahtelah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang 
perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 Pasal 1 ayat 7 Restrukturisasi 
Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
 
Kata Kunci: Restructuring, Penyitaan Jaminan, Mudhā rabah, Pembiayaan 
Bermasalah 
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ABSTRACT 
 
FEBI NINDIA SARIPRIMASTI, NIM 15.21.1.1.054 “POLA 
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHĀRABAH BERMASALAH 
MENURUT PBI No. 13/9/PBI/2011 DI BMT SURYA SEKAWAN 
KARANGTENGAH WERU SUKOHARJO” A financial institution both 
conventional and Islamic financial institutions must have a strategy to overcome 
the problems that will come. The problem that often occurs in financial 
institutions is substandard financing (problematic financing). Problematic 
financing is a condition of financing channeled by financial institutions to 
customers but in the financing there are fundamental obstacles in paying 
obligations every month. In the case of non-performing financing, the BMT needs 
to rescue so there is no loss. The rescue is done by providing relief in the form of 
a period of time or installments. 
This study aims to find out how the pattern of problem financing 
settlement in Surya Sekawan BMT is already in accordance with the theories of 
problem financing settlement both according to PBI No. 13/9 / PBI / 2011 for 
changes in PBI No. 10/18 / PBI / 2008 concerning Restructuring of Sharia Bank 
Financing and Sharia Business Units. 
This research is a field research with a qualitative approach. The data used 
are primary data sources from direct interviews with managers, customer service 
and with customers, and secondary data from books, journals, and the internet. 
From the results of research and analysis shows that the completion of 
mudhārabah financing problems at Surya Sekawan BMT is carried out by 
restructuring i.e. the addition of capital to the customer whose business is affected 
and can still be continued, and confiscation of collateral is the last step taken if the 
restructuring process is deemed unsuccessful because the customer is deemed 
unable to continue his business. Financing completion in Surya Sekawan 
Karangtengah BMT has been in accordance with PBI No. 13/9 / PBI / 2011 
concerning changes to PBI No. 10/18 / PBI / 2008 Article 1 paragraph 7 
Restructuring of Sharia Bank Financing and Sharia Business Units. 
Keywords: Restructuring, Foreclosure of Collateral, Mudhārabah, 
Problematic Financing 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara mayoritas muslim penduduknya di dunia, 
telah lama mendambakan kehadiran sistem ekonomi yang mempunyai 
lembaga  keuangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, 
namun juga tuntutan spiritualtas
1
 Perkembangan perbankan syariah yang 
demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya 
insani yang menandai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan 
syariah. 
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 
perubahan Undang-Undang 7 tahun 1992 tentang perbankan serta 
dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia tahun 
2003 menyebabkan banyak Lembaga Keuangan yang menjalankan prinsip 
syariah. Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki berbagai 
keunggulan dalam mengatasi dalam krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu, 
serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mayoritas penduduk 
Indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan umat islam yang 
enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi.
2
 
Sebuah lembaga keuangan baik konvensional maupun lembaga keuangan 
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 Nur Melinda lestari, Setiawati, “Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada 
Aad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya terhadap Penurunan Tingkat 
Non Performing Financing” dalam Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 1, mei 20018, hlm 
77. 
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 Wiroso, Jual beli Mudharabah, (Yogyakarta : UII Press, 2005), Hlm. 1 
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syariah harus mempunyai strategi untuk mengatasi permasalahan yang akan 
datang. Permasalahan yang sering terjadi di lembaga keuangan adalah 
pembiayaan kurang lancar (pembiayaan bermasalah). Lahirnya lembaga 
keuangan yang berbasis syariah di legalkan oleh pemerintah menyusul di 
keluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang berisi tetang 
kebebasan untuk mnentukan jenis imbalan yang akan diambil oleh 
perbankan.
3
 
Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan yang 
disalurkan oleh lembaga keuangan untuk nasabah tetapi dalam pembiayaan 
tesebut terdapat kendala-kendala yang mendasar dalam pembayaran 
kewajiban tiap bulan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini memerlukan 
tindakan hukum dan peraturan yang berlaku Pembiayaan  bermasalah sering   
menjadi   problem   di   BMT,   karena   bisa   membuat   pihak   lembaga 
mengalami   bangkrut   dan   tidak   bisa   berkembang.   Sehingga   BMT  
akan semakin terpuruk dan tidak mendapat tempat dimasyarakat. Resiko 
pembiayaan yang biasanya terjadi jika nasabah  tidak bisa memenuhi 
kewajibannya (wanprestasi).  Para nasabah sering kali tidak bisa memenuhi 
kewajiban tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kredit yang diberikan oleh 
bank mengandung resiko sehingga bank dituntut kemampuan dan 
efektifitasnya dalam mengelola resiko dalam mengelola kredit dan 
meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas 
perkreditan yang sehat. Dalam hal pembiayaan macet, pihak BMT perlu 
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 Muhammad  “kesepakatan-kesepakatan  dan  implikasinya  dalam  kontrak  
mudharabah” dalam mukadimah jurnal study Islam, no. 15 th, IX, 2003 hlm. 210. 
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melakukan penyelamatan sehingga tidak timbul kerugian. Penyelamatan yang 
di lakukan yaitu dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau 
angsuran. 
Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh 
muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad Mudhārabah adalah transaksi 
bagi hasil. Akad Mudhārabah adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil. 
Semangat yang ada pada Akad Mudhārabah adalah semangat kerja sama dan 
saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak. Nilai keadilan dalam 
akad Mudhārabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko masing-
masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi 
keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara 
proporsional, jika kerjasama tersebut mendapat keuntungan. 
4
 
Akad Mudhārabah akan dikatakan fasid jika terjadi salah satu syarat 
yang tidak terpenuhi. Tetapi, jika syarat terpenuhi maka akad Mudhārabah 
dikatakan shahih. Dalam konteks ini, mudharib diposisikan sebagai orang 
yang menenerima titipan atas shohib al-māl Ketika mudharib melakukan 
pembelian, ia layak menjadi wakil dari shohib al-māl, ia melakukan transaksi 
atas aset orang lain dengan mendapatkan izin darinya. Ketika mudharib 
mendapatkan keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak 
mendapatkan bagian yang di hasilkan, dan bagianlainnya milik shohib al-māl. 
Jika mudharib melanggar syarat yang ditetapkan shohib al-māl, maka ia 
diposisikan sebagai  orang yang meng-ghasab (menggunakan harta orang lain 
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 M. Yazid Afendi, Fikih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan 
Syariah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), Hlm. 102. 
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tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut.
5
 Jika 
terjadi kerugian atas aset, maka tidak diharuskan untuk menanggung kerugian 
karena ia di posisikan sebagai pengganti shohib al-māl dalam menjalankan 
bisnis, sepanjang tidak di sebabkan kelalaian. Jika terjadi kerugian, maka 
akan dibebankan kepada shahib al-mal atau dikurangkan dari keuntungan jika 
terdapat keuntungan bisnis 
Dengan   keluarnya   Undang-Undang   No.  10  Tahun  1998  
merupakan  revisi  dari  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  1992  tentang 
sebuah bank yang beroperasi dengan sistem  bagi  hasil,  maka  seiring  
dengan  hal  tersebut  banyak  pula  lembaga  keuangan  non bank yang 
muncul dengan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah BMT (Baitul Mâl Wa 
Tamwîl), merupakan lembaga keuangan mikro  yang  menginduk  pada  
koperasi,  sehingga   BMT   lebih   familier dengan koperasi  jasa  keuangan  
syariah.  Peraturan  dan  pelaksanaan  kegiatannya  diatur  dalam  Keputusan  
Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  RI  Nomor:  
91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah.  Keberadaan  BMT  ini  merupakan salah 
satu dari lembaga keuangan non  bank  untuk  mewujudkan  keinginan,  
khususnya  sebagian  umat  Islam  tentang  jasa  layanan  yang  berprinsip  
syariah  dalam  mengelola  perekonomiannya.  Walaupun  kurang  lebih  telah  
12  tahun  yang  lalu  peraturan  tentang  bank  dengan  prinsip  bagi  hasil  
disahkan,  tetapi  BMT  yang  menginduk  pada  koperasi,  baru  disahkan  
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 Adam Panji. Fikih Muamalah Maliyah, (Bandung : Refika Aditama, 2017), Hlm.109 
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tahun  2004  lalu,  sehingga  praktik  lembaga  keuangan syariah non bank 
khususnya BMT masih  relatif  baru  dikalangan  masyarakat yaitu  dengan  
menggunakan  model  sistem  perbankan  syariah.
6
 
Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di 
tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai 
supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha 
kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang 
bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat 
finansiil bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan 
menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT 
di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan disisi lain mengemban 
tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah 
sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga 
keungan mikro konvensional lainnya.
7
 
BMT Surya Sekawan adalah  salah satu lembaga keuangan syariah 
yang sudah berkembang dikarang tengah yang sudah berdiri sejak tahun 2002 
dan terus mengalami peningkatan pendapatan disetiap tahunnya. BMT 
tersebut merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang memanfatkan 
dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang 
membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam BMT Surya Sekawan 
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 Yusuf Aziz Rahma, Prosedur Pembiayaan dan Penanganan Masalah pada BMT 
Arafah, Penelitian, (Surakarta: UNS, 2010),  hlm. 2. 
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 Masyithoh Novita Dewi, Analisis Normatif Undang-Undang  No 1 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT dalam Jurnal 
Ekonomi Islam. Edisi II , (Semarang : Economica. 2017),  hlm 18. 
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tersebut terdapat beberapa pembiayaan diantaranya pembiayaan Mudhārabah, 
Musyarakah, Ijarah, Murabahah, dan Qardul Hasan Tetapi dalam BMT 
Surya Sekawan ini pembiayaan yang banyak di minati oleh nasabah adalah 
pembiayaan Mudhārabah yang di gunakan untuk modal usaha.  
Permasalahan yang sedang dihadapi oleh BMT Surya Sekawan saat 
ini adalah pada saat BMT merealisasikan pembiayaan tetapi para nasabah 
sulit untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Maka, permasalahan 
tersebut termasuk dalam pembiayaan bermasalah. Salah satu bentuk 
pembiyaan bermasalah di BMT Surya Sekawan yang paling dominan yaitu 
pada akad Mudhārabah. Timbulnya pembiayaan pembiayaan bermasalah 
tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai kondisi dan keadaan. Banyaknya 
nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Surya Sekawan ini 
dikarenakan usaha para nasabah macet tengah jalan atau kurang lancar yang 
menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran (pembiayaan bermasalah) 
dan akan merugikan pihak BMT. Dalam praktiknya BMT Surya Sekawan 
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam akad Mudhārabah 
tersebut hanya dengan memupuk kembali modal apabila usaha nasabah 
tersebut masih bisa di tolong, dan apabila usaha tersebut sudah bangkrut 
maka BMT Surya Sekan akan menjual jaminan nasabah yang dijadikan  
sebagai agunan. 
8
 
Dari uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik  untuk mengkaji 
dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “POLA PENYELESAIAN 
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PEMBIAYAAN MUDHĀRABAH  BERMASALAH MENURUT PBI No. 
13/9/PBI/2011 DI BMT SURYA SEKAWAN KARANGTENGAH 
WERU SUKOHARJO” 
 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana Pola Penyelesaian Pembiayaan Mudhā rabah Bermasalah di 
BMT Surya Sekawan Karangtengah Weru Sukoharjo? 
2. Bagaimana Pola Penyelesaian Pembiayaan Mudhā rabah Bermasalah di 
BMT Surya Sekawan Karangtengah Weru Sukoharjo Menurut PBI 
No.13/9/PBI/2011? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui Pola Penyelesaian Pembiayaan Mudhā rabah 
Bermasalah di BMT Surya Sekawan Karangtengah Weru Sukoharjo  
2. Untuk mengetahui Pola Penyelesaian Pembiayaan Mudhā rabah 
Bermasalah di BMT Surya Sekawan Karangtengah Weru Sukoharjo 
Menurut PBI No.13/9/PBI/2011. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan 
mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad 
Mudhārabah menurut PBI No.13/9/PBI/2011. 
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2. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan masukan 
praktis bagi praktisi terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan 
Mudhārabah 
  
E. Kajian Pustaka  
Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang 
pernah diteliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang 
dikaji dalam penulisan skripsi ini. Diantaranya adalah : 
1. Skripsi yang di tulis Yasinta yang berjudul “Bentuk Penyelesaian 
Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta”. Skripsi tersebut 
menjelaskan bahwa BNI cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 
sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tenteng 
perbankan yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan apabila masih 
beritikad baik dan prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 
kewajiban setelah pembiayaan direstruksikan. Yaitu dengan rescreduling 
(penjadwalan ulang), Recorditioning (memperkecil margin), dan 
Restructuring.
9
 
Meninjau dari skripsi dari Yasinta tersebut terdapat persamaan 
dengan penelitian penulis yaitu penyelesain pembiyaan bermasalah telah 
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sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 . Namun terdapat perbedaan 
dalam penelitian ini yaitu penyelesaian pembiayaan Mudhārabah dengan 
rescreduling (penjadwalan ulang), Recorditioning (memperkecil margin), 
dan Restructuring. Sedangkan peneliti membahas penyelesaian 
pembiayaan bermasalah hanya dengan restructuring dan penyitaan 
jaminan.  
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Rohmah yang berjudul “Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah Di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten”. 
Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Penyelesaian pembiayaan 
bermasalah di BMT Surya Dana Makmur adalah pihak BMT selalu 
melakukan pemantauan melalui komputer BMT surya Dana Makmur dan 
selalu memberi peringatan melalui sms maupun telepon, Kunjungan 
secara intensif ke tempat tinggal nasabah ataupun tempat usaha nasabah, 
Memberikan tenggang waktu, melakukan Reschedulling dan 
restructuring, menyita jaminan.
10
 
Meninjau dari skripsi Siti Nur Rahmah tersebut terdapat persamaan 
dengan penelitian penulis yaitu tentang penyelesaian pembiayaan 
bermasalah di BMT. Namun terdapat berbedaan dengan penelitian ini 
yaitu di BMT Surya Sekawan tidak memberikan peringatan melalui sms 
maupun telephone, dan tidak ada kunjungan secara insentife ke tempat 
tinggal maupun usaha nasabah.  
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Siti Nur Rohmah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Surya Dana 
Makmur Tulung Klaten”, Skripsi (tidak diterbitkan), (Surakarta, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012). 
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3. Skripsi yang di tulis oleh Shobirin yang berjudul “Penyelesaian 
Pembiayaan Mudhārabah Bermasalah Di BMT”. Mekanisme 
penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada 
umumnya adalah Dengan cara identifikasi permaslahan, Penetapan 
kondisi pembiayaan, Tindakan penyelesaian atau penyelamatan, 
Kemudian melakukan surat peringatan I, II dan III, Rescheduling dan 
Reconditioning, Penjualan Jaminan. Tetapi pihak BMT sebisa mungkin 
penyelesaian pembiayaan tidak sampai pada penjualan jaminan.
11
 
Meninjau dari  skripsi Shobirin tersebut terdapat persamaan dengan 
penelitian penulis yaitu tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di 
BMT. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu di BMT 
Surya Sekawan tidak ada surat peringatan I,II, dan III. Pihak BMT hanya 
memanggil nasabah untuk melakukan restructuring dan penyitaan 
jaminan. 
4. Skripsi yang ditulis Arido Irmadhani yang berjudul “Penanganan 
Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nur 
Insan Mandiri Cabang Baki Kabupaten Sukoharjo”. Ketika pembiayaan 
bermasalah muncul maka penanganan yang dilakukanoleh pihak BMT 
Nur Insan Mandiri yaitu mengingatkan nasabah, dengan cara 
menghubungi nasabah lewat telephone, melakukan kunjungan kerumah, 
BMT memberikan keringanan angsuran kepada nasabah sehingga 
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Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di BMT”, Skripsi 
(tidak diterbitkan), (Kudus, STAIN Kudus, 2016). 
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nasabah hanya membayar angsuran pokok ,BMT melakukan eksekusi 
jaminan dan penjualan jaminan baginasabah yang tidak mampu melunasi 
angsuran pembiayaan yang disepakati diawal akad, dan BMT 
memberikan pembiayaan qardhul hasan.  
Meninjau dari Skripsi Arido Irmadhani tersebut terdapat persamaan 
dengan penelitian penulis yaitu tentang penyelesaian pembiayaan 
bermasalah di BMT penyelesaiaanya dilakukan dengan penyitaan 
jaminan apabila sudah tidak sanggup membayar angsuran. Tetapi 
terdapat perbedaan yaitu BMT tidak melakukan kunjungan kerumah, dan 
BMT tidak memberikan keringanan angsuran kepada nasabah sehingga 
nasabah hanya membayar angsuran pokok 
  
F. Kerangka Teori  
1. Pembiayaan Bermasalah  
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami 
kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor unsur kesengajaan atau 
kondisi di luar debitur atau nasabah. Pembiayaan  bermasalah merupakan 
suatu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan 
dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya 
pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan 
bermasalah maka akan berdampak buruk  terhadap tingkat kesehatan 
likuiditas bank dan ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan para 
deposenyang menitipkan dananya. Terjadinya masalah pada pembiayaan 
disebabkan karena beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor 
12 
 
   
 
eksternal. Faktor internal bisa disebabkan oleh sikap dan perilaku nasabah, 
kondisi pesekonomian, manjemen dan keuangan. Faktor eksternal bisa 
terjadi karena sistem dan prosedur, kelemhan sumber daya manusia, 
kelemahan monitoring, kelemahan pembinaan, kelemahan pengawasa, dan 
adanya skema/setting pembiayaan yang kurang tepat. 
12
 
2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut PBI No. 
13/9/PBI/2011 
Strategi penyelesaian adalah upaya yang dilakukan bank dalam 
rangka membantu nasabah yang memiliki prospek usaha agar dapat 
menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaiakan 
kewajibannya kembali kepada bank.  
Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan 
berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 
13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang 
Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 
yaitu: 
13
 
a. Rescheduling 
Yaitu debitur di berikan keringanan dalam memperpanjang jangka 
waktu kredit dan jangka waktu angsuran. Sehingga debitur mempunyai 
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waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya dan angsuranpun 
menjadi mengecil. 
b. Reconditioning 
Yaitu mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti : penundaan 
pembayaran bunga waktu tertentu,  penurunan suku bunga, dan 
pembebasan bunga. 
c. Restructuring 
Dengan menambah jumlah kredit dan equity yaitu dengamenyetor 
uang tunai dan tambahan dari pemilik.
14
 
d. Penyitaan jaminan 
Cara tersebut merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-
benar tidak punya etikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk 
membayar semua pinjaman. 
e. Penghapusan hutang dalam (al-Ibra‟) 
Dalam tradisi fiqh klasik penghapusan hutang dikenal dengan istilah  
al-Ibra‟. Secara bahasa kata  al-Ibra‟berarti melepaskan, menjauhkan 
diri dari sesuatu, yakni penghapusan hutang seseorang oleh pemberi 
hutang tanpa adanya kompensasi. Sedangkan dalam istilah fiqh. Al-
Ibra‟ berarti pengguguan piutang dan menjadikannya milik orang yang 
berhutang.  
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Al-ibra‟ merupakan salah satu bentuk solidoritas dalam Islam. Sikap 
tolong menolong dalam kebijakan yang terkandung didalamnya 
sangatlah dianjurkan oleh syariat islam. Hal ini sesuai dengan QS. Al-
Maidah, 2 :  
 ِِّربْلا َيلَع اُونَوَاَعتَواُوقَّتاَو ۚ ِناَْوُدعْلاَو ِْمث ِْلْا َيلَع اُونَوَاَعت َلََو ۖ ٰىَوْقَّتلاَو ... 
 ِبَاقِعْلا ُديِدَش َ َّاللَّ َِّنإ ۖ َ َّاللَّ 
 “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya.”15 
Dan kaidah fikih yang berbunyi “Laa dhrara wa laa dhirara” 
(janganlah kau berbuat kemadharatan untuk dirimu dan orang lain”. 
f. Ta‟wid (Ganti Rugi) 
Kata ta‟wid berasal dari kata „iwadha, yang artinya ganti atau 
kompensasi. Al-ta‟wid secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau 
membayar kompensasi. Adapun menurut istilah menutup kerugian yang 
terjadi akibat pelanggaran. ta‟wid adalah ganti rugi terhadap biaya-
biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat 
keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajiban yang telah 
jatuh tempo. Ketentuan khusus tentang ganti rugi (ta‟wid) diatur dalam 
Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 
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g. Ta‟zir (Sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran) 
Secara umum denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang 
yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum 
adalah uang denda yang jumahnya tetap, dan denda harian yang 
dibayarkan menurut pengahasilan seseorang. Denda merupakan salah 
satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir menurut bahasa adalah larangan, 
pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Fatwa 
DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu yang 
Menunda-nunda Pembayaran 
 
G. Metode Penelitian  
Penelitian ini di fokuskan pada pegawai BMT Surya Sekawan. Jenis 
penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini meliputi: 
jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian. Teknik 
pengumpulan data dan teknik analisis data.  
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 
penelitian lapangan merupakan studi terhadap realita kehidupan sosial 
masyarakat secara langsung, yaitu penelitian langsung dilakukan ke objek 
penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan rumusan 
permasalahan.
16
Informasi yang diperlukan didapatkan dari BMT Surya 
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Sekawan yang bersifat deskriptif atau mendeskripsikan terhadap strategi 
yang dilakukan dai pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan yang 
bermasalah ditinjau dari hukum Islam. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana 
data dapat diperoleh.  
a. Data Primer  
Data primer merupakan data yang menjadi sumber pokokdalam 
penelitian.
17
Hal ini data diperoleh terlebih dahulu dari subjek peneliti 
di lapangan. Data ini berisi tentang mekanisme cara penyelesaian 
pembiayaan Mudhārabah bermasalah di BMT Surya Sekawan. Data 
yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan beberapa 
informan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan dalam proses pengumpulandata. Informasi ini didapatkan 
dari berbagai pihak, diantaranyamanager, Customer Cervice BMT 
Surya Sekawan Karangtengah Weru Sukoharjo 
b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara.
18
 
Kemudian data sekunder dimaksud sebagai pendukung dari masalah 
dalam penelitian ini. 
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1) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum  yang bersifat otoriatif 
yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum primer yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah PBI No. 13/9/PBI/2011 
tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang 
Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 
Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, DSN 
MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu yang 
Menunda-nunda Pembayaran 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan 
hukum sekunder tersebut adalah Buku-buku yang berkaitan dengan 
penelitian. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 
sekunder bahan hukum primer tersebut adalah media internet.
19
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3. Teknik Pengumpulan Data  
a. Wawancara (interview) 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan  untuk menemukan 
permasalahan yang harus dibahas, yang harus diteliti dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 
dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat 
dilakukan secara terstruktur dan dapat juga dilakukan secara tatap muka 
(face to face) atau menggunakan telephone. 
20
 
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 
pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan 
wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian 
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya telah disiapkan. 
Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan metode 
purpose sampling yaitu metode yang mengambil sample secara sengaja 
melalui penunjukan sesuai dengan  persyaratan ataun tujuan dalam 
penelitian ini. Melalui wawancara ini penulis akan secara langsung 
melakukan wawancara atau tanya jawab mengenai penelitian dengan 
pegawai dan staf-staf di BMT Surya Sekawan dan dengan nasabah yang 
mengalami pembiayaan bermasalah. 
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b. Dokumentasi  
Mencari data yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan 
objek penelitian. Dokumentasi ini dari asal katanya adalah dokumen 
yang  artinya barang-barang tertulis, browsur dan sebagainya.
21
Studi 
dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti 
untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melaluisuatu 
media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung 
oleh subjek yang bersangkutan.
22
 
4. Teknik Analisis Data  
Untuk memperoleh kesimpulan yang valid,  penulis menggunakan 
cara mengklasifikasi data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun 
metode penalaran yang di pergunakan ialah penalaran deduktif. Penalar 
deduktif  merupkan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, 
yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini dan berakhir pada suatu 
kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.  Dengan 
kata lain, untuk memahami suati gejala terlebih dahulu harus memiliki 
konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan peneliti 
di lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif yaitu konsep 
dan teori menjadi kata kunci dalam memahami suatu gejala. 
23
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Penjelasan yang dimaksud disini adalah tentang data-data yang 
diperoleh dilapangan mengenai pola penyelesaian pembiayaan 
Mudhārabah bermasalah di BMT dan kemudian dianalisis menggunakan 
teori penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut PBI No. 
13/9/PBI/2011.  
Langkah-langkah analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Reduksi Data  
Reduksi data yaitu proses pengumpulan data penelitian, yang mana 
peneliti dapat menentukan kapan waktu untuk mendapatkan data yang 
dibutuhkan, peneliti dapat menerapkan metode wawancara, observasi 
dan dokumentasi yang berhubungan dengan subyek yang diteliti.  
b. Penyajian Data 
Dalam sebuah penelitian, peneliti mendapatkan banyak data, 
kemudian data tersebut dipaparkan semuanya. Penyadian data dapat 
dianalisis terlebih dahulu oleh peneliti dengan cara disusun secara 
sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat menjawab dan 
menguraikan masalah yang diteliti.  
c. Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan analisa lanjutan dari reduksi dan penyajian 
data sehingga dapat disimpulkan. Kemudian dalam cara pengambilan 
kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penulis menggunakan metode 
deduktif  yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat 
21 
 
   
 
umum mengenai suatu fenomena dan bertitik tolak pada pengetahuan 
umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. 
 
H. Sistematika Penulisan  
Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan dalam 
lima bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II menguraikan gambaran umum tentang pengertian 
Mudhārabah, Dasar hukum, pembiayaan bermasalah dan strategi peyelesaian 
pembiayaan bermasalah menurut PBI No. 13/9/PBI/2011 
Bab III menguraikan hasil penelitian yang meliputi pola penyelesaian 
pembiayaan bermasalah pada akad Mudhārabah di BMT Surya Sekawan 
menurut PBI No. 13/9/PBI/2011 
Bab IV merupakan inti dari penulisan skripsi akan menganalisis 
polapenyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Surya Sekawan pada Akad 
Mudhārabah dan penyelesaian pembiayaan Mudhārabah bermasalah menurut 
PBI No.13/9/PBI/2011. 
Bab V penutup, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari 
penelitian, saran, atau rekomendasi dari penelitian yang dapat berguna untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT surya sekawan.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI  
A. Mudhārabah  
1. Pengertian Mudhārabah 
Istilah Mudhārabah  dikemukakan oleh Ulama Iraq, sedangakan 
Ulama‟ Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad. Mudhārabah berasal dari 
kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang 
memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis Mudhārabah 
adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shohib al-
mal) menyediakanseluruh 100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 
pengelola. Keuntungannya usaha secara Mudhārabah dibagi menurut 
kesepakatannya dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 
pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola, tetapi 
seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan pihak pengelola, 
maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.
1
 
Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh 
muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad Mudhārabah adalah salah satu 
akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam islam, 
karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan 
orang yang ahli mengelola uang. Nilai keadilan pada akad Mudhārabah 
terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang 
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 Ahmad Sumiyanto, Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga keuangan 
Syari‟ah Mikro Baitul Mal Wat Tamwil, (Yogyakarta : Magistra Insania Press,2005), hlm 1 
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sedang melakukan kerja sama sesuai dengan posisi keterlibatanny. Kedua 
belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerja 
sama tersebut mendapat keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak 
menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama 
tidak mendapatkan hasil.
2
 
Mudhārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak 
zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunya 
Islam. Ketika nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan 
akad Mudhārabah dengan Khadijah. Dalam praktik Mudhārabah antara 
khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang 
dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. 
Dalam khasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahib al-
mal) sedangkan Nabi Muhammad  SAW berperan sebagai pelaksana usaha 
(mudharib). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan 
sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk 
dikelola pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk 
mendapatkan untung disebut akad Mudhārabah.3 
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 M. Yazid Afandi, M.Ag, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Kembaga 
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2. Dasar Hukum Mudhārabah  
a. QS. Al-Muzzamil(73) ayat 20 : 
َعَه َييِرَّلا َيِه ٌتَفِئاَطَو َُ َثُلُثَو َُ َفِصًَِو ِلِيَّللا ِيَثُلُث ِيِه ٰىًَِدَؤ ُمىُقَت َكًََّؤ ُنَلِعَي َكَّبَز َّىِإ َك  ۚ 
 َزاَهٌَّلاَو َلِيَّللا ُزِّدَقُي َُ َّللاَو  ۚ  ِنُكِيَلَع َباَتَف ٍُىُصِحُت ِيَل ْىَؤ َنِلَع  ۚ  َيِه َسَّسَيَت اَه اوُءَسْقاَف
 ِىآِسُقْلا  ۚ  ٰىَضِسَه ِنُكٌِِه ُىىُكَيَس ْىَؤ َنِلَع  ۚ  ِيِه َىىُغَتِبَي ِضِزَإْلا يِف َىىُبِسِضَي َىوُسَخآَو
 َِ َّللا ِلِضَف  ۚ  َِ َّللا ِليِبَس يِف َىىُلِتاَقُي َىوُسَخآَو  ۚ ْقاَف َُ ٌِِه َسَّسَيَت اَه اوُءَس  ۚ  اىُويِقَؤَو
 اٌَّسَح اّضِسَق َ َّللا اىُضِسْقَؤَو َةاَكَّزلا اىُتآَو َةاَلَّصلا  ۚ  ٍسِيَخ ِيِه ِنُكِسُفًَِإِل اىُهِّدَقُت اَهَو
 اّسِجَؤ َنَظِعَؤَو اّسِيَخ َىُ  َِ َّللا َدٌِِع ٍُوُدِجَت  ۚ  َ َّللا اوُسِفِغَتِساَو  ۚ  َ َّللا َّىِإْنيِحَز ْزىُفَغ4  
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 
yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. 
Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan 
batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan 
kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al 
Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang 
yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di 
jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran 
dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 
pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja 
yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 
paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. 
Al-Muzzamil: 20).
5
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 Q.S. Al-Muzzamil (73): 20. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 574. 
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b. QS. Al- Baqarah (2) ayat 198 : 
 ِنُكِّبَز ِيِه اًلِضَف اىُغَتِبَت ْىَؤ ْحاٌَُج ِنُكِيَلَع َسِيَل  ۚ  َ َّللا اوُسُكْذاَف ٍثاَفَسَع ِيِه ِنُتِضَفَؤ اَذِإَف
 ِماَسَحْلا ِسَعِشَوْلا َدٌِِع  ۚ َينِّلاَّضلا َيِوَل َِ ِلِبَق ِيِه ِنُتٌُِك ْىِإَو ِنُكاَدَُ  اَوَك ٍُوُسُكْذاَو6  
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan 
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-
Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 
termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah: 198).7 
 
c. QS. An-nisa (4) ayat 29 : 
ِنُكٌِِوٍضاَسَتٌَِعًةَزاَجِتًَىُكَتًَِؤاَّلِإِلِطاَبْلاِبِوُكٌَِيَبِوُكَلاَىِهَؤاىُلُكْإَتاَلاىٌَُهأٌَيِرَّلااَهُّيَؤاَي  َۚسُفًَِؤاىُلُتْقَتاَلَو
ِنُك  ۚاّويِحَسِوُكِبًَاَكَهَّللاًَِّإ8  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29).9 
 
 
3. Macam – macam Mudhārabah  
a. Mudhārabah Muthlaqah 
Yaitu  bentuk kerja sama antara shohibul m@al dengan mudharib 
yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 
                                                             
6
 Q.S. Al-Baqarah (2): 198. 
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 31. 
8
 Q.S. An-Nisa (4): 29. 
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 83. 
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usaha, waktu, dan daerah bisnis.
10
 dalam pembahasan fikih, ulama 
salaf ash shalih sering kali di contohkan dengan ungkapan if‟al ma 
syi‟ta (lakukan sesukamu) dari (shahib al-mal) ke mudharib yang 
memberikan kekuasaan sangat besar.
11
 
b. Mudhārabah muqayyadah 
Yaitu kebalikan dari Mudhārabah mutlaqah, si mudharib 
dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Adapapun 
pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si 
shahibul maal dalam memasuki jenis usaha ini.
12
 
Menurut Imam Abu hanifah, akad yang dibatasi dengan waktu 
tertentu, jika waktu yang diberikan kepada mudharib telah habis, 
maka dia tidak boleh melakukan transaksi lagi.
13
 
4. Rukun Mudhārabah  
a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 
b. Objek Mudhārabah(modal dan pekerja) 
c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 
d. Nisbah keuntungan 14 
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Pelaku. Rukun dalam akad Mudhārabah sama dengan rukun dalam 
akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yaitu nisbah keuntungan. 
Faktor pertama (pelaku) dalam akad Mudhārabah harus ada minimal 
dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik  modal (shahib al-
mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha 
(mudharib atau “amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad Mudhārabah 
tidak ada. 
15
 
Objek. Faktor kedua (objek Mudhārabah) merupakan konsekuensi 
logis dari tindakan  yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal 
menyerahkan modalnya sebagai objek Mudhārabah, sedangkan 
pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek Mudhārabah. 
Modal yang diserahkan  bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci 
berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk 
keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. 
Tanpa dua objek ini, akad Mudhārabah pun tidak akan pernah ada. Para 
fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal Mudhārabah berbentuk 
barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan 
taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya 
modal Mudhārabah. Namun para ulama mazhab Hanafi 
membolehkannya, dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus 
disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahib al-mal. Yang jelas 
tidak boleh adalah modal Mudhārabah yang belum disetor. Para fuqaha 
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telah sepakat tidak bolehnya mudharab dengan hutang. Tanpa adanya 
setoran modal berarti shahib al-mal tidak memberikan kontribusi 
apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi‟I dan Maliki 
melarang hal itu karena merusak sahnya akad.  
Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuanj kedua belah pihak, 
merupakan konsekuensi dari prinsip an-taradlin minkum (sama-sama 
rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk 
mengikatkan diri dalam akad Mudhārabah. Si pemilik dana setuju 
dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si 
pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan 
kerja. 
16
 
Nisbah keuntungan. Faktor yang kempat (yakni nisbah) adalah 
rukun yang khas dalam akad Mudhārabah, yang tidak ada dalam akad 
jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 
kedua belah pihak yang berMudhārabah. Mudharib mendapatkan 
imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atar 
pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah 
terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara 
pembagian keuntunga
17
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5.  Syarat Mudhārabah 
Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun diatas 
terpenuhi. Keberadaan syarat Mudhārabah terkait dengan keberaan rukun-
rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang di tetapkan dalam akad ini 
diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.
18
 Adapun 
syarat-syarat Mudhārabah sesuai denga rukun yang dikemukakan jumhur 
ulama adalah :  
a. Yang terkait dengan orang yang bertransaksi haruslah orang yang cakap 
bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu 
sisi, posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik 
modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi 
pengelola modal dalam akad Mudhārabah.19 
b. Yang berkaitan dengan modal  
1) Berbentuk uang  
2) Jelas jumlahnya 
3) Tunai  
4) Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal 
Oleh sebab itu, jika modal berbentuk barang menurut ulama fiqih 
tidak diperbolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya. 
Demikian juga halnya dengan hutang, tidak boleh dijadikan modal 
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MudhārabahAkan tetapi jika modal itu berupa berupa wadi‟ah (titipan) 
pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal Mudhārabah. 
Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, 
dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Hanafiyah, 
Malikiyah, dan syafi‟iyah, akad Mudhārabah tidak sah. Akan tetapi 
ulama Hanabilah menyatkan boleh saja sebagian modal itu berada 
ditangan pemilik modal, asal tidak terganggu kelancaran usaha itu. 
20
 
Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang 
disepakati. Mudharib tidak bisa menggunakan modal itu diluar 
persyaratan yang telah menjadi kesepakatan. Kecuali jika Shahib al-
mal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelol 
hartanya. Jika hal ini terjadi maka mudharib memiliki kebebasan untuk 
mengelola modal sesuai dengan yang dikehendakinya meski tetap 
harus bertanggung jawab. (mudharaba Muthlaqah. Pengembalian 
modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil 
atau pada saat berakhirnya masa Mudhārabah.  
Pada prinsipnya, dalam Mudhārabah tidak diperkenankan 
mengenakan jaminan. Namun agar pengelola dana tidak melakukan 
penyimpangan, pemilik modal dapat meminta modal dari mudharib 
atau pihak ketiga. Jaminan dapat dicairkan oleh shahib al-mal, jika 
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mudharib melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 
disepakati.
21
 
c. Yang berkaitan dengan keuntungan 
Disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian 
masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu, seperdua, 
sepertiga, dst. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut 
ulama Hanafiyah akad itu fasid. Demikian juga halnya apabila pemilik 
modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut 
ulama Hanafiyah, syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung 
sendiri oleh pemilik modal. 
22
 
Shahib al-mal siap mengambil resiko ganti rugi dari modal yang 
di kelola. Sebaliknya mudharib mengambil resiko tidak memperoleh 
apa-apa dari usahanya, seandainya perniagaan tidak dapat 
merealisasikan keuntungan. Sharing kerugian dalam akad Mudhārabah 
diwujudkan dalam bentuk shahib al-mal rugi secara material dan 
mudharib rugi secara non material.  
Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil 
usaha yang dikelola oleh mudharib berdasaran atas atas kesepakatan 
kedua belah pihak. Sebelum mengambil jumlah keuntungan,  usaha 
mudharib harus dikonversi kedalam mata uang, dan modalnya 
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disisihkan.dalam usaha tersebut, harus ada kejelasan posisi antara 
modal yang akan dikembalikan secara utuh dan keuntungan yang akan 
dibagi.  
Mudharib hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang 
telah diinvestasikan dalam usaha. Komitmen apapun memerlukan 
persetujuan investor (shahib al-mal). mudharib berhak memotong biaya 
yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharib. Jika 
melanggar syarat akad, ia akan bertanggung jawab terhadap kerugian 
atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran. 
23
 
Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat 
Mudhārabah yaitu : 
a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang 
berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam 
usaha.  
b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.  
c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam 
akad. 
24
 
6. Berakhirnya Akad Mudhārabah 
Para ulama fiqh menyatakan bahwa Akad Mudhārabah 
dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut :  
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a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang 
melakukan tindakan hukum terhadap modal yang diberikan, atau 
pemilik modal menarik kembali modalnya.  
b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal 
yang wafat, menurut jumhur, akad itu batal, karena akad 
Mudhārabah sama dengan Akad wakalah yang gugur akibat 
wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu jumhur ulama 
berpendapat bahwa akad Mudhārabah tidak bisa diwariskan. Jika 
modal itu telah manguntungkan, maka keuntungan dibagi. Akan 
tetapi ulama malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang 
berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan 
oleh ahli warisnya, karena menurut mereka Akad Mudhārabah 
boleh diwariskan. 
c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan untuk bertindak 
hukum, seperti gila. 
d. Jika pemilik modal murtad, menurut Imam Abu Hanifah, Akad 
Mudhārabah batal. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum 
dikelola oleh pengelola. Demikian juga halnya, Mudhārabah batal 
apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak 
ada lagi yang akan dikelola oleh pengelola. 
25
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7. Praktik Mudhārabah di Lembaga Keuangan 
Akad Mudhārabah dalam Lembaga Keuangan Syariah 
diaplikasikan dalam bentuk :
26
 
a. Tabungan berjangka, yakni tabungan yang dimaksud untuk tujuan 
khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dll.  
b. Deposito biasa , pada produk ini Lembaga keuangan bertindak 
sebagai pengelola dana (mudharib) sedangkan nasabah penabung 
sebagai shahib al-mal. Kedua belah sepakat bahwa dana tabungan 
milik nasabah yang dikelola oleh lembaga keuangan tanpa ada 
persyaratan tertentu tentang jenis usahanya. Lembaga keuangan 
bebas menggunakan dana tersebut untuk berbagai jenis usaha. Jika 
dalm pengelolaannya terdapat keuntungan, nasabah penabung akan 
mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. 
c. Deposito special, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus 
untuk bisnis  tertentu misalnya Mudhārabah saja.  
d. Pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa. 
e. Investasi khusu disebut juga Mudhārabah dimna sumber dan 
khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang 
telah ditetapkan. 
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B. Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayaan 
Istilah pembiayaan pada praktiknya lahir dari pengertian I believe, 
I trust, yaitu „saya percaya‟ atau „saya menaruh kepercayaan‟. 
Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti 
bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan 
amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul mall. Dana tersebut 
harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan 
dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua 
belah pihak.  
27
 
Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan 
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
28
 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudhārabah dan musyarakah. 
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan 
Istishna‟ 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qard, dan  
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e. Transaksi sewa menyewa jawa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak 
yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi 
hasil.
29
 
Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 
UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 
bagi hasil.  
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, 
setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank 
syariah ataupun sejenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib 
hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank 
syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk 
transaksi dalam bentuk qard telah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan atau bagi hasil.
30
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2. Unsur Pembiayaan 
Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, 
dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian 
kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar 
harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan 
sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. 
Berdasarkan hal diatas unsure pembiayaan tersebut adalah ;
31
 
a. Adanya dua pihak 
Yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima 
pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan 
penerima merupakan hubungan kerja sama yang saling 
menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong 
menolong.  
b. Adanya kepercayaan  
Kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan 
atas prestasi yaitu potensi mudharib. 
c. Adanya persetujuan 
Persetujuan yang berupa kesepakatan pihak shahibul maal 
dengan pihak lain yang berjanji membayar dari mudharib kepada 
shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, 
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tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (credit 
instrument). 
d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal 
kepada mudharib 
e. Adanya unsur waktu (time element). 
Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. 
Pembiayaan terjadi karena unsure waktu, baik dilihat dari shahibul 
maal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, penabung 
memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar 
dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena 
adanya jarak waktu antara produsi dan konsumsi. 
32
 
f. Adanya unsure resiko (degree of risk) 
Baik dari pihak shahibul māl  maupun di pihak  mudharib. 
Resiko dipihak shahibul māl  adalah resiko gagal bayar (risk of 
default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau 
ketidak mampuan bayar ( pinjaman konsumen) atau karena tidak 
sediaan pembayarn. Resiko dipihak mudharib adalah kecurangan 
dari pihak pembiayaan, antara lain berupa dari  shahibul māl yang 
dari semula dimaksudkan oleh shahibul māl untuk mencaplok 
perusahaan yang diberi pembiayaan.
33
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3. Tujuan Pembiayaan 
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 
kelompok besar, yaitu : 
a. Tujuan pembiayaan secara makro 
1) Meningkatkan ekonomi umat.  
Masyaratakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, 
dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses 
ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf 
ekonominnya. 
2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.  
Untuk mengembangkan usah membutuhkan dana 
tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan 
melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus 
menyalurkan dana kepada pihak minus dana, sehingga dapat 
tergulirkan. 
34
 
3) Meningkatkan produktivitas. 
Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat 
usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab 
upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. 
4) Membuka lapangan kerja baru. 
Dengan dibuknya sektor-sektor usaha melalui penambahan 
dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap 
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tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan 
kerja baru.  
5) Terjadi distribusi pendapatan. 
Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas 
kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil 
usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan 
masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi 
pendapatan.
35
 
b. Tujuan pembiayaan secara mikro 
1) Upaya mengoptimalkan laba. 
Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu 
menghasilkan laba usaha. Semua pengusaha menginginkan 
mampu mencapai laba maksimal. Usaha dapat menghasilkan. 
Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu 
dukungan dana yang cukup.  
2) Upaya meminimalkan resiko. 
Usaha yang dihasilkan untuk mampu menghasilkan laba 
maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko 
yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat 
diperoleh melalui tindakan pembiayaan.  
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3) Pendayagunaan sumber ekonomi. 
Sumber ekonomi dapat dikebangkan dengan melakukan 
mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia 
serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber 
daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada, maka 
dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, 
pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna 
sumber-sumber daya ekonomi. 
4) Penyaluran kelebihan dana. 
Dalam kehidupan masyaratkat ada pihak yang memiliki 
kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam 
kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan 
dapat menjadi jembatan dalm penyeimbangan.
36
 
4. Fungsi Pembiayaan 
Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
perekonomian. Secara garis besar pembiayaan di dalam perekonomian, 
perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :
37
 
a. Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (daya guna) dari 
modal/uang. 
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk 
giro, deposito dan tabungan. Uang tersebut dapat persentase tertentu 
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ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati 
pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar, 
usahanya baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun 
untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan 
produktivitas secara menyeluruh. 
Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang 
diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan 
disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan 
bagi pengusaha maupun manfaat bagi masyarakat. 
38
 
b. Pembiayaan meningkatkan Utility (daya guna) suatu barang. 
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat 
memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut 
meningkatkan, misalnya peningkatan utility padi menjadi beras, 
benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Produsen dengan bantuan 
pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang 
kegunaannya kurangketempat yang lebih bermanfaat. Seluruh 
barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah kedaerah lain 
yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya 
meningkatkan Utilit  dari barang itu. Pemindahan barang-barang 
tersebut tidaklah diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh 
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karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank 
berupa pembiayaan.
39
 
c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, 
pengusaha menciptakan pertambahan peredaran mata uang giral dan 
sejenisnya seperti cheque , giro bilyet, wesel, promes, dan 
sebagainya melalui pembiyaan, peredaran uang kertal maupu giral 
akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu 
kegairahan berusaha sehingga kegunaan uang akan bertambah baik 
secara kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan 
pengertian bank selaku money creator. Penciptaan uang itu selain 
dengan cara sebtitusi; penukaran uang kertal yang disimpan di giro 
dengan uang giral maka ada cara exchange of claim,  yaitu bank 
memberikan pembiayaan dalam bntuk giral.  
d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. 
Manusia sebagai makhluk yang selalu melakukan kegiatan 
ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan 
usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi 
peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan 
kemampuan. Karena itu, manusia selalu berusaha dengan segala 
daya untuk memenuhi kekuranganmampuannya yang tidak 
berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. 
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Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan 
bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan 
usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank 
inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dari 
produktivitasnya. 
40
 
e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. 
Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah 
stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-saha antara lain 
untuk: 
1) Pengendalian inflalsi. 
2) Peningkatan ekspor. 
3) Rehabilitasi sasaran. 
4) Pemenuhan kebutuhn-kebutuhan pokok rakyat. 
Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, 
pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan 
yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi 
pembatasan kualitatif, yaitu pengaraha ke sektor-sektor yang 
produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung 
berpengaruh terhadap hajat hidup manusia. Dengan kata lain setiap 
pembiayaan harus benar-benar diarahkan untuk menambah flow of 
goods, serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar 
merata keseluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan bank disalurkan 
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secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang 
bersifat spekulatif. Simpanan/investasi masyarakat ditingkatkan 
dengan pengeluaran surat-surat berharga seperti giro, deposito, 
tabungan dan sertifikat-sertifikat bank lainnya, sedangkan uang 
masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-usaha yang 
produktif.  
f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan 
nasional. 
Pengusaha yang memproleh pembiayaan tentu saja berusaha 
untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti 
peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara komulatif 
dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan kedalam struktur 
permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. 
Dengan earning (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak 
perusahaan pun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan 
yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor 
akan menghasilkan pertambahan devisa bagi Negara. 
41
 
g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 
Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam 
negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat 
ekonominya, demi persahabatan antara Negara banyk memberikan 
bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau sedang 
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membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk 
bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu bagi hasil 
yang reatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. 
42
 
5. Jenis-jenis Pembiayaan 
Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan 
menurut beberapa aspek, di antaranya : 
a. Pembiayaan menurut tujuan  
Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi : 
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiyaan yang dimaksudkan untuk 
malakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 
b. Pembiayaan menurut jangka waktu 
Pembiayaan menurit jangka waktu dibedakan menjadi : 
43
 
a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan 
dalam waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 
b) Pembiayaan jangka  waktu menengah, pemiayaan yang dilaukan 
dengan waktu 1 tahun sampai dengan  5 tahun. 
c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan 
dalam jangka waktu lebih dari  5 tahun.  
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Jenis pembiayan pada bank islam akan diwujudkan dalam 
bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu :
44
 
1) Jenis aktiva produktif pada bank islam, dialokasikan dalam 
bentuk pembiayaan sebagai berikut : 
a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, untuk jenis 
pembiayaan bagi hasil ini meliputi : 
(1) Pembiayaan Mudhārabah  
Pembiayaan Mudhārabah adalah perjanjian antara 
penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan 
kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan 
antara keuda belah pihak berdasarkan nisbah yang telah 
disepakati sebelumnya. Aplikasi : pembiayaan modal 
kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.
45
 
(2) Pembiayaan Musyarakah  
Pembiayaan musyarakah  adalah perjanjian diantara 
para pemilik dana/modal untuk mencampurkan 
dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian 
keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan 
nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi : 
pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor. 
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b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk 
pembiayaan dengan prinsip ini meliputi : 
(1) Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli 
antara bank dengan nasabah dimana bank islam membeli 
barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian 
menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 
harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan 
yang telah disepakati antara bank islam denga 
nasabah.Aplikasi : pembiayaan barang investarsi/barang 
modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja 
dan pembiayaan ekspor.
46
 
(2) Pembiayaan Salam 
Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli 
barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat 
tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.
47
Aplikasi : 
pembiayaan sektor pertanian dan produk manufacturing. 
(3) Pembiayaan Istishna 
Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli 
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan 
kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati 
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antara pemesan dan pembuat.Aplikasi : pembiayaan 
konstruksi,/proyek/produk manufaktur. 
c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan 
ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan :  
(1) Pembiayan Ijarah 
Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa 
suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran 
sewa. 
48
 
(2) Pembiayaan Ijaraha Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina 
Pembiayaan Ijaraha Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina 
adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang 
diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari 
pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. 
49
 
d) Surat berharga dalam Islam 
Surat  berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi 
berdasarkan prinsip islam yang lazim diperdagangkan di 
pasar uang dan/atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi 
islam, sertifikat dana islam,dan surat berharga lainnya 
berdasarkan prinsip Islam.  
e) Penempatan 
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Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada 
Bank Islam lainnya dan/atau Bank Perkreditan Islam antara 
lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan wadiah, depositon 
berjangka dan/atau tabungan Mudhārabah, pembiayaan yang 
diberikan, sertifikat Investasi Mudhārabah Antara Bank 
(sertifikat IMA), dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya 
berdasarkan prinsip syariah.
50
 
f) Penyertaan Modal 
Penyertaan modal adalah penanaman dana Bank Islam 
dengan bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di 
bidang keuangan Islam, termasuk penanaman dana dalam 
bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi 
saham (equity options)  atau jenis transaksi tertentu 
berdasarkan berdasarkan prinsip Islam yang berkaitan Bank 
Islam memiliki atau tidak akan memiliki saham pada 
perusahaan yang bergerak di bidang keunagan Islam.  
Adapun perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Islam 
adalah Bank Islam, BPR Islam, dan perusahaan dibidang 
keuangan lain berdasarkan prinsip islam yang berlaku antara 
lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, 
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asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan 
penyimpanan. 
51
 
g) Penyertaan Modal Sementara  
Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal 
bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan 
pembiayaan dan/atau piutang (debt to equity swap) 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang 
berlaku, termasuk dalam surat utang konvensi (convertible 
bonds) dengan opsi saham (equity option) atau jenis transaksi 
tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan 
memiliki saham pada perusahaan nasabah. 
52
 
h) Transaksi Rekening Administratif 
Transaksi rekening administrative adalah komitmen 
dan kontinjensi berdasarkan prinsip islam yang terdiri atas 
bank geransi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of 
Credit (L/C), yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas 
L/C berjangka, stanby L/C, dan geransi lain berdasarkan 
prinsip islam.  
i) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 
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SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia 
sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan 
prinsip wadhiah.  
2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas 
pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan 
Akad Qardh. Pinjaman Qardh atau talangan adalah penyediaan 
dana dan/atau tagihan antara Bank Islam dengan pihak 
peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan 
pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu 
tertentu. 
53
 
f. Penetapan Kualitas Pembiayaan  
Dalam praktik perbankan Kualitas pembiayaan ditetapkan 
menjadi 5 (ima) golongan, yaitu :
54
 
1) Lancar 
Apabila pembayaran angsuran tepat waktu tidak ada tunggakan, 
seseuai dengan persyaratan akad, selalu m 
enyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta 
dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikat agunan kuat. 
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2) Dalam Perhatian Khusus 
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 
atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan 
keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjnjian piutang 
lengkap dan pengikat agunan kuat, serta pelanggaran terhadap 
persyaratan penjanjian piutang yang tidak prinsipil. 
3) Kurang Lancar  
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 
atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, 
penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, 
dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan 
agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok 
perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang 
untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 
55
 
4) Diragukan  
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 
atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. 
Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat 
dipecaya, dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan 
agunan lemah serta terjadi pelangaran yang prinsipil terhadap 
persyaratan pokok perjanjian piutang. 
5) Macet  
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Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 
atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi 
perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada. 
56
 
 
C. Pembiayaan Bermasalah  
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang 
diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran 
angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. 
Muhammad (2001) mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah 
lebih spesifik lagi yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan 
kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang 
telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal 
angsuran, sehingga terjadi penunggakan. Pembiayaan bermasalah 
adalah pembiayaan yang tidak menepati janji, sehingga memerlukan 
tindakan hukum untuk menagihnya. 
2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah  
Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena 
kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah dapat dibagi dalam 
dua faktor. Yaitu : 
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a. Faktor Internal  
Faktor internal adalah faktor yang berada di dalam perusahaan 
itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor 
menejerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan 
yang disebabkan oleh faktor menejerial dapat dilihat dari beberapa 
hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, 
lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang 
yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, 
dan permodalan yang tidak cukup. 
b. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar 
kekuasaan menejemen perusahaan, seperti bencana alam, 
peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan 
perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.
57
 
 
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  
Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa 
pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang 
telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh 
tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah 
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mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi 
bank syariah.
58
 
Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan 
berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 
13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang 
Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu:  
1. Penjadwalan Kembali (resceduling) 
Resceduling yaitu perubahan pembayaran kewajiban nasabah 
atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali bagi nasabah/ anggota 
yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya 
sesuai jumlah waktu yang disepakati, dengan ketentuan tidak 
menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam 
proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan 
masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak.
59
 
2. Persyaratan kembali (Reconditioning) 
Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh 
persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembiayaan, 
jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan 
sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus 
dibayarkan kepada bank.  
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3. Penataan kembali (Restructuring) 
Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak 
terbatas pada  resceduling atau reconditioning, antara lain meliputi: 
a. Penambahan dana fasilitas pembiyaan bank 
b. Konversi akad pembiayaan60 
c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 
berjangka waktu menengah.  
d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 
pada perusahaan nasabah.  
4. Eksekusi (penyitaan jaminan) 
Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar 
tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. 
Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang 
membebani benda jaminan tersebut, rahn, jaminan hipotik, jaminan 
hak tanggungan, dan jaminan fidusia. 
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5. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 
Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana 
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai 
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kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
62
 
Dalam hal ini BASYARNAS berwenang : 
a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa mualamalah 
(perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, 
industri, jasa dan lain-lainnya yang menurut hukum dan 
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh 
pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis 
untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS 
sesuai dengan prosedur BASYARNAS yang berlaku.  
b. Memberi pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak 
tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan 
dengan suatu perjanjian.  
kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada 
BASYARNAS dilakukan dengan : 
a. Mencantumkan klausul arbitrase dalam suatu naskan 
perjanjian, atau 
b. Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh 
para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.   
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Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan 
mengikat (final and biding). Akan tetapi, penyelesaian sengketa 
melalui BASYARNAS jarang dilakukan oleh bank syariah 
sehingga BASYARNAS tampak kurang berperan didalam 
penyelesaian sengketa. 
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E. Penghapusan Hutang (al-ibra’) 
Dalam tradisi fiqh klasik penghapusan hutang dikenal dengan 
istilah al-ibra‟. Secara bahasa kata al-ibra‟berarti melepaskan, 
menjauhkan diri dari sesuatu, yakni  penghapusan hutang seseorang oleh 
pemberi hutang. Sedangkan dalam istilah fiqh ibra‟berarti pengguguran 
piutang menjadikannya milik orang yang berhutang. 
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Al-ibra‟ merupakan salah satu bentuk solidoritas dalam Islam. 
Sikap tolong menolong dalam kebajikan yang terkandung didalamnya 
sangatlah dianjurkan oleh syariat islam. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-
Maidah (2) : 
 َْوُدعْلاَو ِْمث ِْلْا َيلَع اُونَوَاَعت َلََو  ٰىَوْقَّتلاَو ِِّربْلا َيلَع اُونَوَاَعتَواُوقَّتاَو  ِنا ... 
 ِبَاقِعْلا ُديِدَش َ َّاللَّ َِّنإ  َ َّاللَّ 
 “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
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pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Amat berat siksa-Nya.”65 
 
Dalam kaidah fiqh yang berbunyi “Laa dhararu wa laa dhirara” 
(Jangan kamu membuat madharat untuk dirimu dan orang lain). 
Adapun rukun dari al-ibra‟, jumhur ulama membagi menjadi 
empat, yaitu : 
1. orang yang memberi hutang (Shahib al maal) 
2. orang yang berhutang (mudharib) 
3. sight (lafadz al-ibra‟) 
4. utang 
Adapun syarat-syarat al-ibra‟ yaitu : 
1. Dalam kaitannya dengan orang yang menggugurkan hak, 
persyaratannya adalah :  
a. Baligh, berakal, cerdas, dan tidak berstatus dalam 
pengampunan 
b. Memiliki kekuasaan terhadap hak yang akan digugurkan 
(pemilik dari harta tersebut) 
c. Orang yang menggugurkan utangnya itu ridha dan dalam 
keadaan sadar
66
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2. Berkaitan dengan orang yang berhutang disyaratkan harus jelas 
identitasnya. 
3. Dalam hubungannya dengan hutang yang digugurkan : 
a) Jenis dan jumlahnya jelas 
b) Yang digugurkan berbentuk uang 
c) Uang tersebut ada ketika dilakukan al-ibra‟ 
4. Berkaitan dengan al-ibra‟ : 
a) Lafadz yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan 
zaman yang akan datang. 
b) Lafadz yang digunakan tidak bertentangan dengan syara‟.  
c) Lafadz al-ibra‟dinyatakan setelah hutang benar-benar hak 
orang yang mengucapkannya. 
Namun adakalanya  para pihak yang melaksanakan 
perjanjian sering memasukkan klausak-klausal dalam akad yag 
mereka buat. Klausal-klausal yang dimasukkan dalam akad 
yang dalam hukum perjanjian syariah disebut dengan syarat-
syarat penyerta atau syarat yang bebarengan dengan akad (asy-
syuruth al-mutarinah bil-aqd). 
Mengenai syarat-syarat penyerta akad, ada yang sah untuk 
diperjanjikan dan ada yang tidak sah untuk diperjanjikan. 
Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang 
pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya gharar 
(penipuan) atau syarat-syarat tersebut bertentangan dengan 
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syara‟. Menurut jumhur ulama, lafadz al-ibra‟yang digunakan 
haruslah bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak 
dikaitkan dengan zaman yang akan datang, akan tetapi jika 
syaratmya bersifat aktual ataupun sejalan dengan maksud dari 
al-ibra‟maka hukumnya adalah boleh.67 
F. Ta’wid (Ganti Rugi) 
Kata ta‟wid berasal dari kata „iwadha, yang artinya ganti atau 
kompensasi. Al-ta‟widsecara bahasa berarti mengganti (rugi) atau 
membayar kompensasi. Adapun menurut istilah menutup kerugian yang 
terjadi akibat pelanggaran. ta‟widadalah ganti rugi terhadap biaya-biaya 
yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak 
terjamin dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. 
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Ketentuan khusus tentang ganti rugi (ta‟wid) diatur dalam Fatwa 
DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu ganti rugi hanya boleh 
diberlakukan kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan 
pelanggaran atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak 
lain.  Kerugian yang dapat dikenakan ta‟widh adalah kerugian riil yang 
dapat diperhitungkan dengan jelas, yakni kerugian yang terjadi secara riil 
akibat perpaduan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis 
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dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya riil yang 
dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. 
Besar ganti rugi (ta‟widh) harus disesuikan dengan kerugian riil, 
bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Besarnya ganti rugi tidak 
boleh dicantumkan dalam akad. Dalam hal ini ganti rugi harus harta yang 
konkrit, berharga, dan bermanfaat
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G. Ta’zir (Sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran) 
Secara umum denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan 
uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling 
umum adalah uang denda yang jumahnya tetap, dan denda harian yang 
dibayarkan menurut pengahasilan seseorang. Denda merupakan salah satu 
jenis dari hukuman ta‟zir. Ta‟zir menurut bahasa adalah larangan, 
pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. 
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Ketentuan khusus tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda 
Pembayaran diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 
yaitu sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang diberikan 
Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar 
angsuran tidak tepat waktu atau menunda waktu pembayaran. Tetapi 
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kepada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran karena keadaan 
memaksa atau terkena bencana alam, maka nasabah tersebut tidak berhak 
mendapat sanksi dari LKS. Nasabah yang mampu tetapi tidak mempunya 
etikat baik untuk membayar angsurannya maka nasabah tersebut berhak 
mendapat sanksi. Sanksi (ta‟zir) bertujuan agar nasabah tepat waktu atau 
disiplin dalam pembayaran kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda 
sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan 
pada saat penandatanganan akad. Dana yang berasal dari denda tersebut 
diperuntukkan sebagai dana sosial.  
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang 
disebabkan karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka 
penyelesaian tersebut dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila 
tidak mencapai kesepakatan saat musawarah. Fatwa ini berlaku sejak 
tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 
mestinya.
71
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BAB III 
POLA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHĀRABAH  
BERMASALAH DI BMT SURYA SEKAWAN KARANGTENGAH 
 
A. Gambaran Umum BMT Surya Sekawan Karangtengah 
1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Sekawan Karangtengah 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Surya 
Sekawan Karangtengah (selanjutnya disebut dengan BMT Surya Sekawan 
Karangtengah) yang berkedudukan di desa Karang tengah, Weru, 
Sukoharjo didirikan pada tanggal 10 maret 2002 oleh Pemimpin Cabang 
Muhammadiyah (PCM) Weru, sebagai lembaga keuangan syariah untuk 
menggerakan ekonomi umat pada umumnya, khususnya di wilayah se-
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo agar bisa meningkatkan 
kesejahteraan hidup sehari-hari. BMT Surya Sekawan berdiri dengan 
modal awal Rp.100.000,- per anggota sebanyak 192 anggota yang terdiri 
dari 121 orang laki-laki, dan 71 orang perempuan. dengan sistem angsuran 
5 kali dan simpanan wajib sebesar Rp.5000,- Jumlah modal awal sejumlah 
Rp.19.200.000,- dan simpanan wajib sejumlah Rp.960.000,- 
BMT Surya sekawan adalah lembaga ekonomi syariah yang 
bergerak dalam dua fungsi yaitu (1) fungsi sosial (Baitul Maal) meliputi 
zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan sumber lainnya yang sifatnya 
tidak mengikat. (2) fungsi yang kedua yaitu ekonomi (Baitul Tamwil) 
yaitu bersumber dari dana komersial masyarakat baik badan, lembaga atau 
perorangan. Perkembangan asset BMT Surya Sekawan setiap tahun 
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mengalami peningkatan. Total aset tahun buku 2018 adalah sebesar 
Rp.37.209.598.879,-, dan ditahun yang akan datang harus tetap 
dipertahankan dengan menciptakan terobosan dan ide-ide yang lebih 
kreatif dan inovatif mengingat persaingan pasar yang semakin kompetitif 
oleh karena itu sebagai nasabah harus bersama-sama ikut menyadarkan 
ummat untuk lebih fokus mempertahankan eksistensi BMT sehingga asas 
manfaat semakin meningkat untuk kesejahteraan ummat. Untuk 
mewujudkan harapan itu, maka BMT Surya Sekawan harus senantiasa 
mempertahankan kepercayaan yang sudah diberikan kepercayaan kepada 
masyarakat, serta harus membenahi manajemen yang baik yang didukung 
oleh program teknologi informasi yang memadai, peningkatan sumber 
daya pengelolaan dan kelengkapan sarana kerja yang akhirnya akan 
terwujud suatu pelayanan yang baik kepada anggota, calon anggota dan 
masyarakat yang selama ini telah bermitra dengan BMT.
1
 
2. Visi dan Misi BMT Surya Sekawan 
a. Visi BMT Surya Sekawan Karangtengah 
Menjadi koperasi terbaik di Indonesia 
b. Misi BMT Surya Sekawan Karangtengah 
1) Menciptakan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat pada 
umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 
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dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan 
makmur.  
2) Berdayaguna sebagai mitra strategis serta berkontribusi dalam 
perkembangan perkoperasian di Indonesia. 
3) Mengelola koperasi secara profesional untuk mencapai tujuan yang 
di ciptakan dalam rencana strategis dalam prinsip Good Comporate 
Govermance.  
3. Dasar Hukum BMT Surya Sekawan Karangtengah 
BMT Surya Sekawan merupakan koperasi jasa keuangan syariah 
yang didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah  dengan dasar 
hukum : 
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 
tentang usaha miko, kecil dan menengah. 
b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 
tentang perkoperasian.  
c. Badan Hukum No.518/021.a/BH/PAD/I/2009 
d. Izin Gangguan Nomor 503/503/IMB/479/201 
e. Surat Izin Simpan Pinjam Nomor 518/1082/SISP/V/2018 
4. Profil BMT Surya Sekawan Karangtengah 
BMT Surya Sekawan beralamatkan di jl.Watukelir-Cawas Km.5 
Karangtengah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 
Nama  : BMT Surya Sekawan  
Telephone : 085 102 737 882.  
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Pemilik  : Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kecamatan Weru 
Kode pos  : 57562 
5. Struktur Organisasi BMT Surya Sekawan Karangtengah 
a. Struktur Organisasi Lembaga 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
RAPAT ANGGOTA 
TAHUNAN  
DEWAN 
SYARIAH 
PENGAWAS 
PENGURUS 
MANAGER  
KABAG OPERASIONAL 
1. STAF ACCOUNTING  
2. STAF ADMINISTRASI 
3. CUSTOMERS 
SERVICE 
4. TELLER 
KABAG OPERASIONAL 
KABAG MARKETING 
1. STAF PEMBIAYAAN 
2. PENGGALANGAN 
DANA 
3. COLEKTOR MAAL/ZIS 
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Struktur orgaanisasi BMT Surya Sekawan sebagai berikut : 
1) Pengurus  
Ketua   : H.Kamanto, S.pd. 
Wakil ketua : H. Sumardi, S.pd. 
Sekretaris  :Sunardi, M.Pd. 
Bendahara  : Drs. H. Tolu Winarto 
Drs. H. Sugiyo 
2) Pengawas  
Ketua  : Dra. Hj. Sri Parwati 
Anggota  : Drs. H. Sumanto 
     Drs. Sugeng Maryono 
3) Dewan Pengawas Syariah  
DPS I  : Drs. H. Rahmad  
DPS II  : Sukasno, S.Ag. 
4) Pengelola  
Manager  : H. Sumarno, BA 
Pembiayaan  : Senen Wicaksono 
Marketing  : Muh. Sukron Al Fathom, ST 
   : Mu’in Harabah, SE 
   : Aditya Nur Hidayat 
   : Muh. Faizal Amri 
Collector   : Muh. Anshori Amiradin, S.Ag. 
   : Ari Susanto 
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Operasional   : Anton Sutoro 
Accounting   : Anik Setyaningsih  
Administrasi   : Hj. Ika Handayani, SE 
    : Lia Sukowati R 
Customer Service  : Suripti  
Staf    : Nur Rohman  
b. Formatur Organisasi Lembaga 
1) Dewan Pengurus 
Tugas dan wewenang dewan pengurus  
a) Menyusun dan memutuskan kebijakan umum untuk 
mendapatkan persetujuan rapat anggota  
b) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Surya Sekawan 
agar tercipta kinerja yang sehat sesuai dengan AD/ADR. 
c) Menyelenggarakan rapat pengurus dan mengevaluasi laporan 
bulanan kinerja BMT.  
d) Menyelenggarakan rapat anggota tahunan BMT.dan pihak ket 
e) Membina hubungan terhadap jaringan atau instansi terkait dan 
pihak ketiga dalam hal penyelenggaraan dana atau pinjaman. 
f) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan 
wewenang yang diamanatkan.  
g) Mengangkat dan memberhentikan karyawan. 
h) Mengesahkan laporan bulanan yang disahkan manager.  
2) Manager  
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Tugas dan wewenang manager : 
a) Menyusun program kerja dan RAPBK tahunan disampaikan 
kepada pengurus.  
b) Menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan BMT 
secara keseluruhan. 
c) Membuat laporan kerja secara tertulis setiap akhir bulan dan 
akhir tahun.  
d) Membuat evaluasi dan pengembangan BMT.  
e) Mengawal kinerja kantor agar sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan  
f) Memimpin dan mengkoordinir pengelolaan untuk mencapai 
targer aset pendapatan, funding, landing yang sesuai dengan 
RAB yang di tetapkan. 
g) Memimpin dan mengkoordinir dalam manajemen administrasi, 
keuangan dan accounting secara umum. 
h) Membimbing dan mengarahkan tugas karyawan yang 
dibawahnya, tertib secara pembukuan dan manajemen 
pelayanan terhadap anggota.  
i) Membuatlaporan pengembangan dan evaluasi kinerja serta 
memberikan alternative solusinya.  
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3) Teller  
Tugas dan wewenang teller adalah sebagai berikut: 
a) Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yamg 
sifatnya tunai. 
b) Menyelesaikan laporan kas harian.  
c) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan 
batas wewenang. 
d) Melakukan pengesahan terhadap bukti transaksi baik paraf 
maupun validasi. 
e) Menyusun rekapitulasi transaksi. 
f) Melakukan penghitungan kas.  
g) Memegang kas tunai sesuai kebijakan yang ada. 
4) Marketing  
Tugas dan wewenang marketing adalah : 
a) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis 
kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan 
pembiayaan sesuai dengan analisa yang telah dilakukan.  
b) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra 
melalui kegiatan wawancara atau kunjungan lapangan.  
c) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar da 
memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada.  
d) Menghimpun data-data yang relevan yang berkaitan dengan 
pengembangan pasar.  
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e) Melakukan motoring atas ketepatan alokasi dana serta 
ketepatan angsuran pembiayaan mitra. 
f) Menentukan target funding dan lending. 
g) Membuat dan menerpkan strategi untuk mengimpun dana dari 
masyarakat.  
5) Accounting  
Tugas dan wewenang accounting adalah sebagai berikut : 
a) Mengola administrasi keuangan hingga kepelaporan keuangan  
b) Pembuatan laporan keuangan  
c) Membuat laporan harian keuangan harian meliputi neraca dan 
laba rugi. 
d) Membuat laporan keuangan akhir bulan, caashflow, dan buku 
besar.  
e) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan 
analisis BMT. 
f) Membuat perincincian biaya dan pendapatan bulanan.  
g) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional yang 
menyangkut dengan tingkat evisiensi.  
6) Costumer Service 
Tugas dan wewenang custumer service adalah sebagai berikut : 
a) Melayani pertanyaan nasabah dan memberikan informasi yang 
diinginkan selengkap mungkin.  
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b) Melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah dan 
calon nasabah. 
c) Menawarkan produk BMT kepada setiap calon nasabah yang 
datang ke BMT.  
d) Sebagai orang yang mengubungi nasabah dan memberikn 
informasi tentang sesuatu yang ada hubungannya antara BMT 
dengan nasabah.
2
 
 
B. Produk-produk BMT Surya Sekawan 
1. Pembiayaan  
a. Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan 
menyatakatn harga asal deng ditambah keuntungan yang disepakati  
kedua belah  pihak yaitu antara BMT dengan nasabah. Dalam 
pembiayaan ini pembayaran dilakukan dengan cara ditangguhkan 
atau pembayaran dilakukan dengan jatuh tempo pada waktu yang 
telah ditentukan. 
Murabahah dibagi menjadi dua bagian yaitu :  
1) Murabahah tanpa pesanan yaitu ada yang beli atau tidak pihak 
BMT tetap menyediakan barang tersebut.  
2) Murabahah berdasarkan pesanan yaitu pihak BMT hanya 
menyediakan barang apabila ada nasabah yang pesan.  
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Di BMT Surya Sekawan hanya menggunakan sistem jual beli 
Murabahah berdasarkan pesanan, yang pembayarannya dilakukan 
secara tangguh atau jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan. 
Seperti pembelian sepeda motor, BMT bekerja sama dengan dealer. 
BMT membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah 
dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah dengan 
keuntungan BMT.  
b. Pembiayaan Musyarakah  
Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antara BMT 
dengan nasabah lebih dalam hal permodalan untuk melakukan usaha 
tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan dana dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama 
sesuai dengan kesepakatan.  
Di BMT Surya Sekawan pembiayaan musyarakah digunakan 
dalam pembiayaan modal kerja. BMT merupakan partner pada tahap 
awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam hal ini BMT 
dan nasabah secara bersama-sama menyediakan dan dalam proses 
produksi tersebut, dan apabila proses produksi tersebut sudah selesai 
maka nasabah wajib mengembalikan dana tersebut bersama dengan 
bagi hasil yang telah disepakati.  
c. Pembiayaan ijarah (sewa menyewa) 
Pembiayaan ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa dalam waktu tertentu meliputi pembayar sewa atau upah 
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tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas batang tersebut. 
Pembiayaan ijarah pada BMT Surya Sekawan diimplementasikan 
dalam penalangan biaya perjalanan ibadah  haji.  
d. Pembiayaan Qardul Hasan 
Pembiayaan Qardul Hasan merupakan pembiayaan yang 
diberikan BMT kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam 
bentuk pembiayaan tanpa adanya pembebanan dana tambahan atas 
pembiayaan yang diberikan.  
Pembayaran pembiayaan qardul hasan dilakukan secara jatuh 
tempo pada waktu yang telah ditentukan. Apabila nasabah tidak bisa 
membayar pada jatuh tempo tersebut maka nasabah akan mendapat 
sanksi sesuai dengan kesepakatan.  
Di BMT Surya sekawan pembiayaan qardul hasan biasanya di 
ajukan oleh nasabah unntuk kebutuhan sekolah anak, petani yang 
membutuhkan modal dalam mengelola pertaniannya dan ada juga 
yang digunakan untuk modal usah. Dalam hal modal usaha apabila 
usaha nasabah mengalami peningkatan dan mendapatkan 
keuntungan maka nasabah hanya diwajibkan membayar uang yang 
dipinjam saja tidak diwajibkan memberikan hasil keuntungannya 
kepada BMT karena pembiayaan qordul hasan adalah murni 
pembiayaan.  
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e. Pembiayaan Mudhārabah 
Pembiayaan Mudhārabah adalah kerja sama antara shahibul 
maal (BMT) sebagai pihak yang menyediakan modal 100% dengan 
mudharib (pengelola modal) untuk diusahakan. dengan pembagian 
keuntungan yang telah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak, 
yang apabila ada kerugian ditanggung oleh BMT itu sendiri, kecuali 
jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak nasabah, 
seperti kecurangan dan penyalah gunaan dana. Dalam pembiayaan 
ini nasabah mengajukan pembiayaan ke BMT Surya sekawan 
dengan tujuan untuk modal usah.  
2. Simpanan  
a. Simpann suka rela  
Simpanan sukarela yaitu simpanan berdasarkan prinsip 
Mudhārabah muthlaqah sehingga dengan prinsip ini simpanan 
nasabah diperlukan sebagai investasi. BMT memanfaatkan dana 
nasabh secara produktif dalam bentuk pembiayaan pembiayaan 
kepada ummat secara hati-hati sesuai dengan prinsip syariah. Hasil 
usaha dibagi sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepkati diawal. 
Setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp. 10.000,00 dan setarus 
selanjutnya sebesar Rp. 2.500,00 dengan saldo minimum Rp. 10.000,- 
dan biaya penutup rekening sebesar Rp.2.500,-. Penyetoran maupun 
pengambilan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan jam kantor. 
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b. Simpanan surya berjangka  
Simpanan surya berjangka yaitu simpanan berjangka dengan 
prinsip Mudhārabah muthlaqah. Dalam hal ini simpanan berlaku 
sebagain investasi dimana BMT memanfaatkan dana secara produktif 
dalam bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah dalam bentuk 
harta produktif lainnya secara amanah, hasil usaha dibagi antara 
nasabah dengan BMT sesuai dengan porsi (nisbah) yang di sepakati 
bersama. Simpanan ini dilakukan oleh nasabah dengan perjanjian 
sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan, seperti jangka waktu enam 
bulan, satu tahun, dua tahun. Besarnya simpanan berjangka ini 
minimal 5.000.000.00 dan membayar simpanan pokok sebesar 5.000,-
Nasabah yang melakukan simpanan surya berjangka ini mendapatkan 
sertifikat deposito tabungan berjangka dari BMT. Sertifikat dapat 
dijadikan agunan pembiayaan oleh para nasabah.  
c. Simpanan haji dan umrah  
Simpanan haji dan umrah adalah simpanan dana yang dilakukan 
nasabah untk persiapan haji dan umroh dan dana tersebut bisa diambil 
apabila nasabah sudahsiap berangkat menunaikan ibadah haji dan 
umrah. Setoran awal minimal Rp. 500.000.00 dan setoran selanjutnya 
minimal Rp.150.000.00.  
d. Simpanan Qurban 
Simpanan qurban adalah simpanan yang dilakukan dalam raga 
mempersiapkan pembelian hewan qurban (kambing/sapi) pada saat 
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hari raya idul adha. Simpanan awal sebesar 200.000.00 dan setoran 
selanjutnya sebesar 150.000.00.
3
 
 
C. Pembiayaan Mudhārabah di BMT Surya Sekawan Karangtengah 
1. Pengertian Pembiayaan Mudhārabah di BMT Surya Sekawan 
Pembiayaan Mudhārabah di BMT Surya Sekawan merupakan 
pembiayaan dimana BMT bertindak sebaga sahibul maal (pemberi modal) 
dan nasabah sebagai mudharib (pengelola usaha), dimana BMT 
memberikan modal 100% kepada nasabah dalam rangka untuk kegiatan 
usaha dengan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan 
antara kedua belah pihak, tetapi apabila ada kerugian akan ditanggung oleh 
pihak BMT itu sendiri kecuali ada kelalaian atau kecurangan dari 
nasabah.
4
 
Seorang yang mempunyai usaha las listrik dan ingin 
mengembangkan usahanya supaya lebih berkembang, maka pemilik usaha 
dapat mengajukan pembiayaan Mudhārabah ke BMT Surya Sekawan 
untuk menambah modal usaha dan mengebangkan usahanya. Jumlah 
pembiayaan disesuiakan dengan penghasilan setiap bulannya yaitu dengan 
menunjukkan kuitansi memesanan kepada BMT. 
 
 
                                                             
3
 Sumarno, Manager BMT Surya Sekawan, Wawancara, 13 Mei 2019 jam 09.00 WIB 
4
 Ibid  
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2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudhārabah di BMT Surya Sekawan 
Secara administrasi, prosedur untuk setiap permohonan pengajuan 
pembiayaanMudhārabah, calon nasabah wajib mengisi formulir yang akan 
disediakan oleh pihak BMT, dan melengkapi ketentuan dan syarat 
pembiayaan Mudhārabah di BMT Surya Sekawan, yaitu : 
a. Mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan 
b. Foto copy KTP suami dan istri masing-masing satu lembar 
c. Foto copy Kartu Keluarga  
d. Agunan atau jaminan (BPKB kendaraan  motor dan mobil, Sertifikat 
tanah) 
e. Siap untuk di survey.5 
3. Prosedur Pemberian pembiayaan Mudhārabah di BMT Surya sekawan 
a. Pengajuan Pembiayaan  
Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan 
Mudhārabah harus datang langsung ke kantor BMT Surya Sekawan 
dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh BMT Surya 
Sekawan dan disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 
pihak BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan Mudhārabah 
b. Survey 
Setelah syarat pengajuan pembiayaan Mudhārabah sudah 
lengkap, dari pihak BMT mendatangi rumah calon nasabah yang 
                                                             
5
 Suripti , Customer Service, Wawancara, 8 mei 2019, jam 13.20 WIB. 
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mengajukan pembiayaan dan mencari informasi kepada tetangga dekat 
tentang bagaimana perilku calon nasabah, apakah bisa dipercaya atau 
tidak. Kemudian mengecek usahanya riil atau tidak, mengecek 
penghasilan setiap bulannya dari kuitansi pemesanan konsumen kepada 
calon nasabah untuk menentukan besarnya pembiayaan yang akan 
dicairkan.  
c. Verifikasi pembiayaan 
Dari hasil survey lapangan dapat ditentukan apakah layak atau 
tidak diberikan pembiayaan. Apabila tidak layak atau ditolak maka 
berkas pengajuan pembiayaan akan dikembalikan kepada calon nasabah 
dan apabila ajuan pembiayaan disetujui atau diterima maka pihak BMT 
akan menghubungi calon nasabah untuk datang ke kantor BMT Surya 
Sekawan.  Verifikasi dilakukan oleh tiga orang yaitu manajer, pengurus 
dan comite pembiayaan BMT Surya Sekawan.  
d. Penandatanganan aqad dan pencairan pembiayaan 
Setelah kegiatan verifikasi selesai dan dinyatakan layak 
mendapatkan pembiayaan maka pihak BMT menghubungi pihak 
nasabah untuk datang kekantor BMT Surya Sekawan untuk 
menandatangani akad ijab qabul pembiayaan. 
4. Angsuran Pembiayaan Mudhārabah di BMT Surya Sekawan 
Setelah pembiayaan Mudhārabah yang diajukan oleh nasabah sudah 
dicairkan, maka nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran yang 
berupa angsuran pokok dan angsuran margin kepada BMT Surya sekawan 
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berdasarkan waktu yang telah ditentukan diawal. Nasabah wajib 
membayar angsuran sampai lunasnya pinjaman.
6
 
 
D. Penyelesaian Pembiayaan Mudhārabah Bermasalah di BMT Surya 
Sekawan 
Pembiayaan bermasalah yang terjadi didalam BMT Surya Sekawan 
adalah pembiayaan Mudhārabah. Pada dasarnya timbulnya pembiayaan 
bermasalah tidak secara tiba-tiba namun seringkali didahului dengan 
tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan pembayaran angsuran 
dan angsuran bolong yang kemudian menyebabkan timbulnya pembiayaan 
bermasalah.  
Di BMT Surya Sekawan Karangtengah dalam penyelesaian 
pembiayaan Mudhārabah bermasalah ada beberapa orang yang terlibat 
yang berhasil diwawancarai terdiri dari 1 manager, 1 Custamer Service 
bagian pembiayaan dan 2 orang nasabah. Mereka mempunyai usia yang 
berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sumarno selaku 
manager BMT Surya Sekawan mengatakan bahwa ada beberapa  
pembiayaan di BMT Surya Sekawan yaitu pembiayaan murabahah, 
pembiayaan Mudhārabah, pembiayaan musyaraqah, pembiayaan ijarah, 
dan pembiayaan qordul hasan. Dalam penerapan pembiayaan BMT Surya 
Sekawan melakukan pembinaan dengan cara apabila calon nasabah 
mengalami kesulitan modal maka BMT Surya Sekawan siap membantu 
                                                             
6
 Ibid  
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dengan memberikan modal kepada calon nasabah, memberikan motivasi 
kepada nasabah atau BMT Surya Sekawan bersikap Proaktif kepada 
nasabah setiap sebulan sekali dan dibentuk keompok-kelompok. 
Di BMT Surya sekawan pembiayaan yang paling diminati yaitu 
pembiayaan Mudhārabah yang diajukan oleh calon nasabah untuk 
mendapatkan pembiayaan modal usaha, karena di daerah tersebut 
mayoritas warganya mendirikan usaha, seperti mendirikan usaha bengkel 
las, mendirikan toko, dll. Selain untuk mendirikan usaha ada juga yang 
digunakan untuk modal pertanian. Tetapi dalam pembiayaan Mudhārabah 
tersebut terdapat beberapa nasabah yang kurang bertanggung jawab dalam 
kewajibannya membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya sehingga 
menjadikan masalah dalam pembiayaannya.  
Terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Surya Sekawan 
disebabkan oleh dua faktor yaitu : 
1. Faktor dari pihak BMT dan faktor dari pihak nasabah. Faktor dari 
pihak BMT Surya Sekawan yaitu pihak karyawan yang bertugas 
mencairkan pembiayaan kurang teliti dalam menyeleksi nasabah yang 
akan dicairkan pembiayaannya. Adanya kedekatan antara karyawan 
BMT Surya Sekawan dengan calon nasabah, sehingga dipermudah 
dalam mengajukan dan pencairan pembiayaannya. Kurangnya 
pengawasan dari pihak pimpinan BMT Surya Sekawan terhadap para 
karyawan. Tidak adanya sistem jemput bola.  
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2. Faktor yang disebabkan oleh nasabah yaitu nasabah sengaja tidak 
membayar angsuran karena pembiayaan yang sudah dicairkan oleh 
BMT hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Usaha nasabah 
bangkrut karena nasabah tidak bisa mengelola usahanya dengan baik 
dan persaiangan antar usaha. adanya sistem gali lubang tutup lubang 
yang dilakukan oleh nasabah. 
Upaya penyelesaian pembiayaan Mudhārabah bermasalah di BMT 
Surya Sekawan dilakukan dengan musyawarah antara pihak BMT 
Surya Sekawan dengan nasabah yang bermasalah tersebut. 
Musyawarah tersebut adalah apabila usaha nasabah masih bisa 
dijalankan maka pihak BMT Surya Sekawan akan memberikan modal 
atau pemupukan modal kepada nasabah. Tetapi apabila usaha nasabah 
sudah tidak bisa di lanjutkan atau bangkrut total maka BMT Surya 
Sekawan akan melakukan likuidasi jaminan atau penjualan jaminan.
7
 
Dari observasi  peneliti juga mewawancari nasabah yang 
mengalami pembiayaan Mudhārabah bermasalah. Wawancara kepada 
bapak Eko Mulyono (laki- laki 35 tahun) beralamat di desa sembungan 
RT 02 Rw 03 Karangtengah, Weru, Sukoharjo bahwa bapak Eko 
Mulyono mengajukan pembiayaan Mudhārabah ke BMT Surya 
Sekawan Karangtengah guna untuk menambah modal usaha bengkel 
las listrik. Penghasilan setiap bulannya 5.000.000- 8.000.000 Tetapi 
usaha tersebut mengalami kebangkrutan yang dikarenakan adanya 
                                                             
7
Sumarno, Manager BMT Surya Sekawan, Wawancara, 13 mei  2019 
jam 09.00 WIB. 
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persaingan usaha bengkel las di sebelah bengkel tersebut. Sehingga 
Bapak Eko Mulyono tidak mendapatkan penghasilan disetiap bulannya 
yang mengakibatkan menunggaknya angsuran di BMT Surya Sekawan 
yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dalam kasus ini 
penyelesaiannya yaitu dengan cara menjual jaminan yang berupa 
sertifikat tanah untuk melunasi hutangnya tersebut 
8
 
Wawancara kepada Ibu mulyani (Perempuan 27 tahun) beralamat 
di desa sembungan RT 01 RW 03 Karangtengah, Weru, Sukoharjo.   
Bahwa ibu mulyani mengajukan pembiayaan Mudhārabah ke BMT 
Surya Sekawan yaitu untuk menambah modal tokonya. Penghasilan 
setiap bulannya kurang lebih  Rp700.000,-  tetapi pengahasilan toko 
tersebut tidak mencukupi untuk membayaran angsuran setiap bulannya 
karena penghasilan dari toko tersebut juga digunakan untuk kebutuhan 
sehari-hari dan kebutuhan kuliah  adiknya dan sampai sekarang toko 
tersebut sudah tidak buka lagi dikarenakan penghasilan yang 
seharusnya juga digunakan untuk membelanjakan lagi barang 
dagangannya  sudah tidak ada.dalam kasusu ini penyelesaiannya yaitu 
dengan cara Restructurisasi pembiayaan atau pemupukan modal 
dengan syarat yang sudah menjadi ketentuan dari BMT, supaya 
                                                             
8
 Eko Mulyono, Nasabah BMT Surya Sekawan karangtengah, Wawancara, 3 juli 2019 
jam 10.00 WIB 
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nasabah tersebut bisa melanjutkan usahanya dan bisa melunasi 
angsuran di BMT
9
 
 
 
                                                             
9
Mulyani , Nasabah BMT Surya Sekawan karangtengah, Wawancara,  3 juli 2019 jam 
11.00 WIB 
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BAB IV 
ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHĀRABAH 
BERMASALAH DI BMT SURYA SEKAWAN KARANGTENGAH 
MENURUT PBI No.13/9/PBI/2011 
   
A. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mudhārabah Bermasalah di BMT 
Surya Sekawan Karangtengah Weru Sukoharjo dengan Pola 
Restructuring 
Berdasarkan penjelasan di BAB III dapat diketahui bahwa praktik 
penyelesaian pembiayaan Mudhārabah bermasalah di BMT Surya 
Sekawan dengan cara  restructuring (penataan kembali) sudah sesuai 
dengan dengan teori-teori penyelesaian pembiayaan Mudhārabah 
bermasalah yaitu PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 
10/18/PBI/2008 Pasal 1 ayat 7 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank 
Syariah dan Unit Usaha.  Restructuring yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan tidak terbatas pada  resceduling atau reconditioning, antara 
lain : Penambahan dana fasilitas pembiyaan bank, Konversi akad 
pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 
berjangka waktu menenga, dan Konversi pembiayaan menjadi 
penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.  
Islam menganjurkan untuk meringankan beban kepada orang yang 
sedang mengalami permasalahan dalam hutang piutang. Adapun dasar 
hukum yang memperkuat tentang pemberian keringanan kepada orang 
yang sedang mengalami permasalahan dalam hutang piutang dijelaskan 
pada QS. Al-Baqarah 280:  
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 ُْمتْنُك ِْنإ ۖ ْمَُكل ٌرْيَخ اُوقَّدََصت َْنأَو ۚ ٍةَرَسْيَم َٰىِلإ ٌةَرَِظَنف ٍةَرْسُع ُوذ َناَك ِْنإَو
 َنوَُملَْعت 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 
Dalam penjelasan ayat diatas kita diperintah oleh Allah SWT 
apabila ada orang berhutang  dan belum sanggup  membayar maka 
berilah waktu penangguhan sampai Allah SWT memberikan kelapangan 
dan memudahkan rizkinya. Tentunya penjelasan ayat diatas sudah sejalan 
dengan penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Surya Sekawan 
Karangtengan, yaitu telah memberikan penawaran kepada nasabah yang 
mengalami pembiayaan bermasalah.  Hal ini diwujudkan dengan acara 
yaitu restructuring (penataan kembali) yaitu jika usaha nasabah masih 
bisa dilanjutkan maka BMT akan memberikan tambahan modal untuk 
melanjutkan usaha tersebut guna melunasi hutangnya. Hal ini 
memberikan kesempatan kepada nasabah untuk bisa melunasi angsuran 
yang belum dibayar dengan tambahan modal yang diberikan oleh BMT 
untuk melanjutkan usahanya. Dengan dua pola penyelesaian pembiayaan 
mudharabah bermasalah di BMT Surya Sekawan, BMT  telah 
memberikan kelapangan pembayaran dengan sistem perubahan pola yang 
diharapkan tidak membebani anggota.  
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B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mudhārabah Bermasalah di BMT 
Surya Sekawan Karangtengah Weru Sukoharjo dengan Pola 
Eksekusi Jaminan 
Eksekusi Jaminan merupakan langkah kedua yang dilakukan oleh 
BMT Surya Sekawan dalam menyelesaikan pembiayaan Mudhārabah 
bermasalah yaitu dengan eksekusi jaminan sesuai dengan  PBI No. 
13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 Pasal 1 
ayat 7 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha. 
Langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan apabila proses 
restructuring dianggap tidak berhasil dilakukan karena nasabah dianggap 
tidak mampu untuk melanjutkan usahanya. Proses ini yaitu pihak BMT 
melakukan penyitaan terhadap jaminan nasabah kemudian dijual untuk 
menutup jumlah angsuran yang belum terbayarkan. Sebelum dilakukan 
eksekusi jaminan, nasabah dan pihak BMT sudah melakukan musyawarah 
terlebih dahulu apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak 
maka BMT baru boleh melakukan eksekusi jaminan. Dalam eksekusi 
jaminan apabila nilai taksir terdapat kelebihan maka BMT Surya Sekawan 
akan mengembalikannya kepada nasabah. Tetapi apabila nilai taksir dari 
eksekusi jaminan tersebut kurang maka nasabah tetap mempunyai sisa 
hutang dan mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut.  
Prosedur eksekusi jaminan ini dilakukan harus memenuhi beberapa 
tahap-tahap yaitu proses restructuring tidak berhasil dilakukan dan 
nasabah dengan sengaja menunda-nunda atau tidak membayar hutangnya, 
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dengan kata lain nasabah telah ingkar janji terhadap kepercayaan yang 
diberikan pihak BMT. Eksekusi agunan ini merupakan langkah yang 
dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Karangtengah untuk mendapatkan 
kembali dana pembiayaan  yang diberikan kepada nasabah.  
Dalam penyelesaian pembiayaan Mudhārabah bermasalah di BMT 
Surya Sekawan Karangtngah pada tahap eksekusi jaminan sudah sesuai 
dengan Fatwa DSN No.47/DSN/II/2005 tentang Penyelesaian piutang 
murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
1. Jaminan yang dijual oleh nasabah kepada atau melalui lembaga LKS  
dengan harga pasar yang disepakati. 
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 
3. Apabila penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan 
sisa kepada nasabah.  
4. Apabila penjualan kurang dari hutang maka nasabah harus tetap 
membayar sisa hutang tersebut.  
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS 
dapat membebaskan.  
Dalam praktiknya eksekusi jaminan yang dilakukan oleh BMT Surya 
Sekawan telah sesuai dengan Fatwa DSN No.47/DSN/II/2015 yaitu 
ketentuan  I, II, III, dan IV. Hal ini juga sesuai dengan teori ganti rugi 
(ta’widh). Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan 
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari 
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ketentuan dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang 
dimaksud adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. 
Besar ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian riil. 
Di BMT Surya Sekawan Karangtengah ganti rugi (ta’widh) dilakukan 
bagi nasabah yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar 
angsuran. Caranya dengan penyitaan jaminan dari barang jaminan milik 
nasabah lalu dijual oleh pihak BMT untuk membayar atau menutup 
angsuran. Jika harga barang lebih dari nilai angsuran maka kelebihan 
tersebut dikembalikan kepada nasabah, jika harga barang kurang atau 
belum mencukupi untuk membayar hutang maka nasabah tetap 
mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangan angsuran tersebut.     
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari hasil pembahasan mengenai penyelesaian pembiayaan 
Mudhārabah bermasalah di BMT Surya Sekawan Karangtengah dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pola penyelesaian pembiayaan bermasalah yang di lakukan BMT Surya 
Sekawan hanya musyawarah antara pihak BMT dengan nasabah. Dalam 
musyawarah tersebut BMT Surya Sekawan memberikan 
ketentuan,apabila usaha nasabah yang bangkrut atau terkena masalah 
dapat diatasi dan masih bisa dilanjutkan dengan cara memberikan modal 
atau memupuk kembali modal untuk menjalankan usahanya, cara ini 
disebut restructuring. Tetapi apabila nasabah tidak bisa melanjutkan 
usahanya maka pihak BMT Surya Sekawan akan melakukan eksekusi 
jaminan yaitu pihak BMT melakukan penyitaan terhadap jaminan 
nasabah kemudian dikual untuk menutup jumlah angsuran yang belum 
terbayarkan.  
2. Penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Surya BMT 
Surya Sekawan sudah sesuai dengan teori-teori pembiayaan bermasalah  
yaitu PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan 
Unit Usaha Syariah.  BMT Surya Sekawan menyelesaiakan pembiayaan 
mudharabah bermasalah dengan cara yaitu Restructuring (penataan 
kembali) dan eksekusi (penyitaan jaminan). Hal ini juga sesuai dengan 
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penjelasan dari Q.S. Al-Baqarah ayat 280 tentang penangguhan 
pembayarah hutang  
 
B. Saran  
Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan kesimpulan diatas, penulis 
dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Dalam memberikan pembiayaan mudhārabah hendaknya pihak BMT 
Surya Sekawan karakteristik calon nasabah yang mengajukan 
pembiayaan, hal ini untuk menghindari terjadinya pembiayaan 
bermasalah.  
2. Pihak BMT Surya Sekawan dalam melakukan penyeleseaian pembiayaan 
mudhārabah bermasalah hendaknya memberikan surat peringatan(SP) 
kepada nasabah yang bermasalah .  
3. Pihak BMT Surya Sekawan hendaknya melakukan sistem jemput bola 
kepada nasabah supaya tidak telat dalam membayar angsuran dan tidak 
mengakibatkan pembiayaan macet. 
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PERATURAN BANK INDONESIA 
NOMOR: 13/9/PBI/2011 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 
10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN 
BAGI 
BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
GUBERNUR BANK INDONESIA, 
 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan 
meminimalisasi risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan;  
b. bahwa untuk menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang 
 dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap    
nasabah;  
c. bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan Unit   
Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang 
bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia, 
dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah ketentuan mengenai 
restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.  
 
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4962);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);  
 
 
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN   
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 
10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN 
BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.  
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 
tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4896) diubah sebagai berikut:  
 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut:  
Pasal 1 
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:  
1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
3. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS,adalah Bank Syariah 
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang PerbankanSyariah.  
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah 
Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  
5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari 
kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor 
induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang 
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang 
pembantu syariah dan/atau unit syariah.  
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa:  
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudhārabah dan musyarakah;  
b.  transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik;  
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan 
istishna’;  
d.  transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 
 
 
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 
imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  
7. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam 
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara 
lain melalui:  
a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;  
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 
seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 
kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain 
meliputi:  
1) perubahan jadwal pembayaran;  
2) perubahan jumlah angsuran;  
3) perubahan jangka waktu;  
4) perubahan nisbah dalam pembiayaan Mudhārabah atau 
musyarakah;  
5)  perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan Mudhārabah 
atau musyarakah; dan/atau  
6) pemberian potongan.  
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 
Pembiayaan yang antara lain meliputi:  
1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;  
2) konversi akad Pembiayaan;  
3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 
waktu menengah; dan/atau  
4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 
perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan reschedulingatau 
reconditioning.  
8. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah adalah surat bukti 
investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar 
uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 
(lima) tahun dengan menggunakan akad Mudhārabahatau musyarakah. 
9. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, 
antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan 
menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan 
penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.  
 
 
 
 
 
 
2. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam 
penjelasan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah,serta penjelasan Pasal 5 
ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut :  
 
Pasal 5 
(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang  
memenuhi kriteria sebagai berikut:  
a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan  
b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 
kewajiban setelah restrukturisasi.  
(2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk 
nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  
a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan  
b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan 
mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.  
(3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-
bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.  
 
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 6 
(1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam 
Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.  
(2) Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali 
(reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan 
proyeksi bagi hasil pada pembiayaan Mudhārabah atau musyarakah.  
 
4. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum 
dalam penjelasan, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 
(satu) ayat yakni ayat (1a), serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, 
sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 10 
(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure 
tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.  
(1a) Kebijakan dan Standard Operating Procedure sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan 
restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, 
Diragukan atau Macet. 
(2) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib disetujui oleh Komisaris.  
 
 
(3) Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikan dan disetujui oleh Direksi. 
(4) Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi secara 
aktif oleh Komisaris.  
(5) Kebijakan dan Standard Operating ProcedureRestrukturisasi Pembiayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat 
Edaran Bank Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Pertanyaan Wawancara Pihak BMT Surya Sekawan 
Karangtengah 
1. Dengan bapak siapa? 
2. Bagaimana awal berdirinya BMT Surya Sekawan Karangtengah? 
3. Ada berapa karyawan di BMT Surya Sekawan Karangtengah? 
4. Apa saja posisi karyawan di BMT Surya Sekawan Karangtengah? 
5. Pembiayaan apa saja yang ada di BMT Surya Sekawan Karangtengah? 
6. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan pembiayaan 
Mudhārabah di BMT Surya Sekawan Karangtengah? 
7. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan Mudhārabah di BMT Surya 
Sekawan? 
8. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan di BMT Surya Sekawan 
Karangtengah pada pembiayaan Mudhā rabah yang diberikan ? 
9. Bagaimana pendapat bapak tentang pembiayaan Mudhā rabah bermasalah di 
BMT Surya Sekawan Karangtengah? 
10. Apa penyebab terjadinya pembiayaan Mudhārabah bermasalah di BMT Surya 
Sekawan Karangtengah? 
11. Bagaimana upanya penyelesaian pembiayaan Mudhārabah  bermasalah di 
BMT Surya Sekawan Karangtengah? 
12. Dalam penyelesaian pembiayaan Mudhārabah bermasalah diapa yang 
bertugas mengurus pembiayaan tersebut? 
13. Hambatan apa saja yang dialami pihak BMT dalam menangani pembiayaan 
Mudhā rabah bermasalah yang terjadi? 
 
 
14. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi hambatan 
tersebut? 
15. Apa tanda dari nasabah yang akan mengalami pembiayaan Mudhārabah 
bermasalah? 
16. Tindakan apa yang diambil jika ada nasabah yang sengaja tidak mau 
membayar kewajibannya?  
17. Kriteria apa saja jaminan yang bisa dijadikan sebagai jaminan dalam 
mengajukan pembiayaan di BMT Surya Sekawan Karangtengah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Pertanyaan Wawancara Pihak Nasabah 
1. Bisa perkenalan nama bapak/ibu ? 
2. Bisa dijelaskan alamat bapak/Ibu? 
3. Apa pekerjaan bapak/ibu? 
4. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan di BMT Surya Sekawan 
ini? 
5. Mengajukan pembiayaan Mudhārabah ke BMT Surya Sekawan digunakan 
untuk apa? 
6. Berapa penghasilan rata-rata perbulan? 
7. Apa penyebab bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah? 
8. Apa  bapak/ibu tetap berusaha mengembalikan pembiayaan sampai lunas? 
9. Sudah berapa kali telat dalam membayar angsuran pembiayaan diBMT? 
10. Tindakan apa yang dilakukan BMT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN WAWANCARA PIHAK BMT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN WAWANCARA NASABAH 
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